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BUPATI KARANGANYAR

~

PERATURAN BUPATI KARuNGANYAR
NOMOR 43{ TAHUN 2009

TENTAN G

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
‘ RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
’ . A ' SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

’ Menimbarig :oa béhwa dalam rangka meningkatkari kualitas pelayanan kepadé

masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum,
dipandang perlu memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan
untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam
pengelolaan keuaigan di Rumah Sakit Umiim Daerah Kabiipateii
~ Karanganyar sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
: - S -b.  bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Rumah
\. v Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai Badan

= Layanan - Umum -Daerah  sebagaimana - diatur - dalam - Peraturan .. . I

Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-
BLUD), maka perlu mengatur pedoman teknis pengelolaan
keuangan dimaksud;

c.. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan dltetapkan
- dengan Peraturan Bupati.

A }Men'g»ingat ) Undang-Undang Nomor 13 Taﬁun 1950 tentang Pembentukan
E - Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan Provmsn Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |




1.
11.
12.
1.

14.

15,

Nomor 4286) , _
Undanngndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

‘Negara (Lembaran Negara Republik Indonesw Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4355); .

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 43 89);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keunangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undahg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomnior 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesxa Nomor 4844), .

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

'Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 “tentang ~ -

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -

Peraturan. Pemermtah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negam/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

‘Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah; '

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah,




, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Perizinan
~ Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten- Karanganyar Tahun
2009 Nomor 3);

- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36 Tahun
2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 36);

17 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 37 Tahun
2009 tentang Pedoman Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 37);

18. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 445/149 Tahun 2009
-+ tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karanganyar sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

- MEMUTUSKAN :

. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  TEKNIS

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT

UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANY AR SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM

 Pasall

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dimaksud dcngan

1.
2.

" Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemermtah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dantugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara _

- kesatuan Republik Indonesia secbagaimana dxmaksud dalam Undang-Undang dasar

Republik Indonesia tahun 1945;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebaga1 unsur penyelenggara

‘Pemerintahan Daérah;
. Bupan adalah Bupati Karanganyar;

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlsmgkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

- Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang dikelola dengan Pola Pengelolaan
: Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK — BLUD);

. Dlrektux adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

chala Bidang adalah kepala bidang RSUD yang secara teknis operasional

bertanggung jawab kepada Direktur.

R SR



- 9 chcana Pembangunan Jangna Mencngah Daerah selanjutnya dlsmgkat RPJMD

* adalah rencana pembangunan dacrah dalam jangka waktu lima tahun. -

le Badan Layanan Uit Daérah yang selanjutnya dxsmgkat BLUD adalah Instan31 di o |

. lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada

. : masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau 1 jasa yang dijual tanpa mengutamakanv 3
-+ - mencari keuntungan dan dalam melakukan keglatannya dldasarkan pada prms1pv L

o :eﬁ81ensx dan produktivitas.

o ."1 1. Pola Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya dlsmgkat PPK adalah pola pengelolaan o

DR keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan |

- praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat dalam rangka memajukan kese_]ahteraan umum, sebaga1 pengecuahan‘ S |

-~ dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

12 Pengelolaan Keuangan BLUD ' adalah keseluruhan keglatan yang mehputl -
- g perencanaan, pelaksanaan penatausahaan pelaporan, pertanggung]awaban dan_ L

pengawasan keuangan BLUD. -

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya dlsmgkat APBN ada]ahv ; T
‘ rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang dibahas dan disetujui bersama olehb T

o Pemermtah Pusat dan DPR dan dltetapkan dalam Undang-undang. . L
o 14 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjtitnya disingkat APBD adalah i
.~ rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama‘ o
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan dltetapkan dalam Peraturan Daerah. =~

::;_ 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat BRRE

~daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / barang.

2 : '-f:v“16 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat o

...~ yang mempunyai tugas. melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertmdak BN
- sebagai Bendahara Umum Daerah. BT
17. Tim Anggaran Pemenntah Daerah yang selan]utnya dlsmgkat TAPD ‘adalah Tlm S
- yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris =~
 Daerah yang mempunyai tugas: menylapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala L
. Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya “terdiri- dan Pejabat o

Perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

18 Rencana Strategx Blsms yang selanjutnya disebut RSB adalah Strategl Bisnis RSUD - R
- . yang memuat v151 misi, progam stratch, target kmeqa dan pengukuran pencapalan”‘ SR

. kmcr_]a RSUD. .
© 19. Praktek Blsms yang sehat adalah penyelenggaraan ﬁlngsn organisasi berdasarkan

j kaidah-kaidah manajemen yang baJk dalam’ rangka pembenan Iayanan yang bennutu" SRR

. dan berkesinambungan.

- 20. Fleksxblhtas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas— ‘
~ - batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. -

H 21 PeJabat pengelola BLUD RSUD yahg sélanjutiiya disebut pejabat pengelola ada]ah' o -
' pe_]abat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasmnal RSUD yang terdm atas P

- pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.

22 Pengguna Anggaran RSUD adalah pe]abat pemegang kewenangan penggunaanﬂf :

- anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD yang dipimpinnya.
- 23.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan

~ sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebaglan tugas dan
fung31 RSUD

o 24 Pengguna barang adalah pe]abat pemegang kewenangan penggunaan barang rmhk o o

daerah

- 25.Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD yang selanjutnya dlsmgkat PPK RSUD :

o adalah pejabat yang melaksanakan fungs1 dan tata usaha keuangan RSUD o



; ', 26 Pejabat Peiaksana Tekms Keg:atan yang selanjutnya msmgkat PP'IY adalah pe]abatv

- pada unit kerja SKPD yang melakukan satu atau beberapa keglatan dari suatu'f‘_f

. program sesuai dengan bldang tugasnya

- 27 Bendahara Penenmaan adalah pejabat fungsmnal yang d1tun3uk menenma,',- : o
 menyimpan, menyetor, menatausahakan ‘dan mempertanggung;awabkan uang B

pendapatan RSUD.

B ‘-‘”,_n‘28 Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsxonal yang d1tunjuk menenma,' o
- -menyimpan; membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung]awabkan untuk Cae T

kep\,rluan belanja atau pemblayaan RSUD.

. 29 Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan taglhan yang menambah':: o L

- ekuitas dana lancar dalam periode anggaran Bersangkutan

- _‘ 30 Pendapatan lainnya adalah usaha lain yang tidak berhubungan langsung dengan tugas R
. pokok dan fungsi yang menghasilkan pendapatan dengan tldak mengurang; kuahtas —_—

pelayanan umum yang men_]adl kewaj iban.

‘i :"‘31 Plutang adalah jumlah uang yang akan dltenma dan/atau hak sebaga1 akibat AEE
' pcrjanjlan atau akibat lamnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akxbat o _:';‘j}, o

~ lainnya yang sah -

: .;f 32 Belanja adalah semua pengeluaran dari rekemng kas yang mengurangl ekultas dana . o

~ lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan

33 Blaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangl ekllltas d ana lancar untuk | S

memperoleh barang dan/atau jasa.

:34 Utang adalah kewajiban yang txmbui dan penstlwa masa lalu berdasarkan peraturan o L
 perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lamnya yang sah dan: .

penyelesalannya mengakibatkan aliran kas keluar. -

o ‘. 35 Rckcmng Kas BLUD adalah- rekenmg tempat pcnylmpanan uang BLUD yang Do
' dlbuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum- untuk menampung seluruh o

penenmaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran ‘

- 36. Rencana Kerja dan Anggaran yang selan_;umya dlsmgkat RKA ada.lah dokumen'-b"f R
. perencanaan dan penganggaran yang berisi- rencana pendapatan, rencana belanja, RS

- program dan kegiatan serta rencana pemblayaan

) 37 Rencana Bisnis dan- Angga:an yang selanjutnya dlsmgkat RBA adalah d()kumen o T
~ - perencanaan bisnis dan ] penganggaran tahunan yang ber151 program kegtatan, target o

o klnelja dan anggaran. . , e
' 38 Dokumen Pelaksanan Anggaran BLUD yang selanjutnya dtsmgkat DPA BLUD '

‘adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan dlgunakan sebagalu__; ‘ :

. dasar pelaksanaan anggaran. .
39, Satuan Pemeriksaan Internal yang selanjumya dlsebut SPI adalah perangkat RSUD o
-~ yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka
membantu pemimpin RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan
tanggung]awab sosial dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat. ”

o : : 40 Dewan Pengawas 'RSUD 'yang selan_]utnya disebut Dewan Pengawas ada]ah,, o
R 0rgamsas1 yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD. B
. _,-541 Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang ;

- diterbitkan  oleh pejabat yang bertanggung jawab atas’ pelaksanaan
keglatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. - ’

o 42 ‘Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang

C e dlgunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk ».
- penerbitan  Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran Dokumen

' Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dlgunakan sebagai uang _ L

- persediaan untuk mendanai kegiatan. -

43. Aset adalah sumber daya ekonomi yang d1kuasa1 dan atau dlmlhkl Pemenntah dacrah» o
_ atau sebaga1 akxbat pensnwa masa lalu dan dan manfaat ekononn dan/atau sosml o



dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik dari pemerintah daerah maupun
masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan barang / jasa bagi masyarakat umum
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. o
44. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat
: memngkatkan kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
. 45.Ekuitas dana adalah kekayaan bers1h yang merupakan selisih antara aset dan
L kewa_] iban.

46, Program adalah penjabaran dan sasaran strategi melalui kebijakan pemerintahan
daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggtmakan‘ v
sumber daya yang disediakan untuk mencapa1 hasil yang terukur sesuai dengan misi
RSUD ”
. 47. Keglatan adalah baglan dan program yang dnlaksanakan oleh RSUD sebagai bagian

pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan teridir dari sekumpulan tindakan

pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan
~ teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (inpuf) untuk menghasﬂkan keluaran (outpuf) dalam bentuk
barangljasa. .
~ 48. Kmexja adalah keluaran atau hasil dari kegxatan atau program yang akan atau telah
dicapai sebagai akibat penggunaan atau pemanfaatan sumber daya (inpuf) dengan
~ kuantitas dan kualitas terukur.

' 49. Sasaran (target) adalah hasil yang dxharapkan dari suatu program atau keluaran yang
dlharapkan dari suatu kegiatan. - _.
50. Hasil (outpuf) adalah segala yang dlharapkan dari suatu yang mencernnnkan '
berﬁmgsmya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. -
51. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBD ataii berasal dari perolehan lainnya yang sah. :

52.Nilai Omset adalah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD yang

berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil

kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau usaha lain.

. 53.Nilai aset adalah sejumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir
tahun buku -dan merupakan baglan dari aset pemerintah daerah yang tidak.
terplsahkan

54. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu teqadl tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

S5. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
RSUD yang terdiri dari laporan neraca, laporan Arus kas, laporan Realisasi Anggaran
dan catatan atas laporan keuangan.

56. Laporan keuangan BLUD terdini dari neraca, laporan operasnonal laporan anis kas

dan catatan atas laporan keuangan.

s Laporan Keuangan Konsolidasian adaIah suatu laporan keuangan yang merupakan
gabungan keseluruhan laporan entitas akuntans1 sehingga tersap sebagal entitas
pelaporan o

BAB II
RUANG LINGKUP )

Pasal 2

Ruang ngkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi RSUD meliputi :



oo op

kcl{uasaan pengelola keuangan; '
perencanaan dan penganggaran;

pelaksanaan anggaran;

- perubahan anggaran;

akuntan51, pelaporan dan pertanggung]awaban

BAB III
- PEJABAT PENGELOLA
| Bagian Pertama

Pejabat Pengelola BLUD
Pasal 3

- Pejabat pengelola BLUD terdiri dari :

a.
b
c.

)

(2)  |

- a. menyiapkan rencana strategi bisnis.

)
@

‘ ‘(1) _

@

pemimpin BLUD
pejabat keuangan
~ pejabat teknis.
- Bagian Kediia
Penanggung Jawab
Pasal 4

,Dlrektm selaku pemimpin BLUD adalah penanggung _;awab umum operasxonal dan

keuangan BLUD.
Pénanggung jawab scbagaxmana dlmaksud pada ayat (1) mempunya1 kewajiban :

b. menyiapkan RBA tahunan . v
c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan
. ketentuan yang berlaku

d. pengawasan, pengendalxaﬁ, monitoring dan pemantauan kmena operasmnal

dan keuangan.

~e.. menyiapkan dan menyampalkan pertanggungjawaban kmega operasional dan

keuangan

f menandatangani Surat Perintah Pengeluaran Dana BLUD atau dokumen yang

disamakan.
Disamping mempunyai kewajlban sebagaJmana dlmaksud pada ayat (2), Dlrektur
mempunyai tugas sebagai Pengguna Anggaran.

Tugas Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagalmana dtatur
da.lam Pedoman Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah

‘ Bagian Kctiga ‘,_
Pejabat Keuangan
Pasal5
Kepala Bidang Pengelolaan Kcuangan selaku pejabat keuangan BLUD adalah

penanggungjawab keuangan. ,
Penanggung jawab keuangan sebagamlana dlmaksud pada ayat (1) mempunyal

kewajiban :

a. mengkoordmasﬂcan penyusunan RBA
b. menylapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)
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. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
" menyelenggarakan pengelolaan kas ‘ v

- melakukan pengelolaan utang piutang

' menyusun pengelolaan barang, aset tetap dan investasi

‘ menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan
menyelénggarakan akuntansi dan p penyusunan laporan keuangan
menandatangani SPM. :

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan selaku PPK RSUD mempunyal tugas

' a.;; meneliti kelengkapan SPP pengadaan barang dan j jasa yang disampaikan oleh _

‘bendahara pengeluaran.

meneliti SPP gaji, tun_]angan pegawal serta penghasilan lainnya
melakukan verifikasi SPP

menyiapkan SPM

. meélakiikan verifikasi harian

.- melakukan akuntansi

- menyiapkan laporan keuangan

melakukan penatausahaan utang / pxutang

melakukan penatausahaan penerimaan / piutang

melakukan penatausahaan pengeluaran / utang :

. melakukan penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi

© - melakukan penatausahaan ekuitas o
Format SPM dan SPP sebagaimana diatur dalam dalam Pedoman Penatausahaan :
Keuangan dan Akuntan51 Daerah

Bagian Keempat
Pejabat Teknis -
Pasal 6
Kepala Bidang Pelayahan Medik dan K::peravs}'atén selaku pejabat teknis mempunyai
fungsi sebagai penanggung jawab teknis pelayanan BLUD.

Penanggung jawab teknis sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) mempunyai tugas

menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan BLUD
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA.
pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis pelayanan
mempertanggungjawabkan kinerja operasional pelayanan.

Bagian' Kelima

Pembina Keuangan
~ Pasal?

Pembmaan umum BLUD dilakukan Bupati melalm Sekretaris Daerah
Pembma keuangan BLUD dilakukan olch PPKD

Pembina keuangan sebagmmana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembenan
- pedoman, bimbingan, supervisi, konsulta51 pendldlkan dan pelatxhan dibidang
pengclolaan keuangan
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Bagian Kecnam |
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 8

Bupatl atas usul Direktur selaku Pemlmpm BLUD menetapkan bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan

dalam rangka pelaksanaan anggaran
Bendahara penerimaan mempunyai tugas sebaganman dlatur dalam dalam Pedoman
Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah

Bendahara pengeluaran mempunyai tugas sebagaiman diatur dalam dalam Pedoman

Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah

Format blangko-blanhko yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dlatur dalam
dalam Pedoman Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi Daerah.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan
dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan /
penjualan, serta membuka rekening atau menylmpan uang pada suatu bank atau
lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi

Bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran dalam  melaksanakan
tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerima pembantu dan atau bendahara
pengeluaran pembantu.

Bupati atas usul Direktur dapat menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran
untuk masing-masing sumber biaya yang berasal dari APBD dan/atau APBN dan

\ yang berasal dari pendapatan pelayanan dan non pelayanan RSUD.

(1
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BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

~Bagian Pertama
Perencanaan
~ Pasal 9
RSUD menyusim RSB lima tahunan berdasarkan pada RPJMD

RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup ust, misi, program stratej jik dan
pengukuran pencapalan kmer_la

Pasal 10

RSB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) d11engkap1 dengan rencana -

implementasi lima tahunan.

Rencana implementasi lima tahunan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) merupakan
gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggungjawab
program dan prosedur pelaksanaan program.

RSB dan rencana implementasi lima tahunan dlpergunakan sebagai dasar penyusunan
RBA dan evaluasi kinerja. '

Hasnl evaluasi kinerja sebagaimana dlmaksud ayat (3) menjadx bahan _dalam
penyusunan RBA tahun benkutnya.

- N A AL 11 WM 4t e b et e e e
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Bagian K cdua o
Penganggaran '. '
Pasal 11

PR vPenyusunan RBA sebagalmana dlmaksud Pasal i1 ayat (3) dlsusun berdasarkan prm51p L

. anggaran berbasis kinerja, perhltungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan

. pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, EE
o badan lam, APBD APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD Iamnya .

Pasal 12

':RBA merupakan penjabaran leb1h lanjutdanprogramdankegxatan RSUD - : o
'RBA disusun. dengan menganut pola anggaran ﬂek51bel dengan suatu prosentasef '

L ambang batas tertentu.

'_(1)

@

b‘@c.jf"_'.ﬂ"s:- .6*9“#"

Pola anggaran fleksibel sebaglmana dlmaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang’_ T
" dapat bertambah atau berkurang setldaknya proporsmnal dengan mempeﬂnnbangkan' s
- fluktuasi keglatan operasional. ‘ ' ‘
Prosentase ambang batas tertentu scbagannana dlmaksud pada ayat (2) mcrupakan PR
- kebutuhan yang sesuai, dapat dlpl‘CdlkSI dan dlcapax serta terukur rasxonal dan dapat Lo
‘_fdlpertanggung]awabkan L e : , L

Pasal 13 RS

RBA sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 12 ayat (I), memuat
. rencana kmel]aRSUD o o
* asumsi makro dan mlkro P
_ targetkinerja o
.. analisis dan perklraan blaya satuan
- perkiraan harga
© anggaran . L
' prognosa laporan keuangan
. perkiraan maju (forward estlmate)

' RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlsertal dengan usulan program,} kegxatan o

- standar pelayanan mlmmal dan blaya dan keluaran yang akan dlhasﬂkan

Pasal 14

: :,>Kme1]a tahun berjalaﬁ sebaglmana dnnaksud dalam Pasal 13 ayat ) huruf a .
+ meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kmer]a, perbandingan RBA - -
" tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun beqalan serta rencana_f

’ tmdak lan_;ut o

'Asumsi makro dan m1kro sebagalmana dunaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b o o
- antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonoml mlal kurs asums1 o
i tanf volume pelayanan dan pendapatan. . -

Target kinerja sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, antara lam

o pencapaxan kinerja pelayanan dan keiiangan pada tahun yang direncanakan -

A ,
vhuruf d, merupakan praklraan blaya per unit penyedlaan barang dan/atau j Jasa :

Analisis dan perkiraan blaya satuan sebagmmana dimaksud dalam Pasal 13 ‘ayat 4))



)

(6)

NG

@)

%)
@

: pelayzman yang dxbcnkan setelah memperhltungkan seluruh komponen biaya dan

volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

Perkiraan harga sebagaimana difaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan
estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya
persatuan dan margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif pelayanan,

- Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan rencana

seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari
rencana pendapatan dan belanja.

Prognosa laporan keuangan sebagaimana dunaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g

merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada

laporan realisasi anggaran.laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.

Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya
dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan

kegiatan yang telah dlsetu_]m dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun

benkumya.
Pasal 15
RBA disajikan sebagai bagian yang tidak tefpisahkan dari Rancangan APBD

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA — SKPD.

Pasal 16

RBA sebagaimania dimaksiid dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikaii kepada PPKD.

RBA sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 16 dlsampmkan oleh PPKD kép'ada TAPD untukb

Pasal 17

dibahas dan diverifikasi.

Pasal 18

o Penyusunan RBA disésiaikan dengan ketentuan yang dxtetapkan berdasarkan masmg-
masmg sumber pendanaan yang berkenaan.

M
i@
)
@

Pasal 19

RBA yang telah dlbahas dan diverifikasi TAPD scbagaunana dunaksud dalam Pasal

- 17, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan APBD

Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Direktur melakukan penyesuaian terhadap
RBA untuk ditetapkan rnen_]adl RBA definitif. o

RBA definitif dlgunakan sebagal dasar penyusunan DPA BLUD untuk diajukan
kepada PPKD.

Format RBA scbagaimana diatur dalam dalam Pedoman Penatausahaan Keuangan
dan Akuntansi Daecrah ' :

o vh ALy wam A L amen o

- —



" BABV
PELAKSANAAN ANGGARAN

: Pasal 20

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang dltetapkan berdasarkan masmg-masmg
sumber pendanaan yang berkenaan

(1)

Bagian Pertama
'DPA-BLUD
Pasal 21

’”DPA BLUD scbagaimana dimaksud Pasal 19 ayat 3) paling sedikit mencakup

a. . pendapatan dan belanja
b.! proyeksi arus kas

C. jumlah dan kualitas j jasa dan/atau barang yang akan dlhasﬂkan.

)

@

a>_

3)
@)

M
@
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PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA — BLUD paling lambat

~ tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran benkutnya sebagai dasar
* pelaksanaan anggaran.

G

Pengesahan DPA — BLUD berpedoman pada pcraturan perundang—undangan yang‘
berlaku.

Dalam hal DPA — BLUD sebagmmana dlmaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh
PPKD, RSUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tmgg1 sebesar angka DPA —
BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 22

DPA — BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- 21 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dan yang
 berasal dari pendapatan pelayanan dan non pelayanan RSUD. :
@ : .

 belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan penerbitan SPM.

Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan un_tu_k
Penarikan dana sebagaimana dimakSUd pada ayat (1) yang dipergunakan untuk
belanja pegawai diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku

Format DPA sebagimana diatur dalam pedoman Penatausahaan keuangan dan
Akuntansi Daerah

- Pasal 23

DPA BLUD menjadl lampuan penjanjtan kmerja yang dltandatangam oleh Bupati

" dengan Pemmpm BLUD

Penandatanganan perjanjian kmeqa sebagaxmana dimaksud ayat (1), Bupat1 dapat
melimpahkan kewenangannya kepada Sckretaris Daerah.

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari
hubungan kerja antara Bupati.

Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan

Pemimpin BLUD untuk menyelengarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak
mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA — BLUD. ‘



e
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Pendapatan e
Pasal 24 '
o “f-ff.‘;»Pendapatan BLUD bersumbcrdan
oa ,Jasalayanan L
- c. . hasil keqasama dengan plhak ketlga S
~d. - APBD e
e APBN o - |
. ‘;vlam-lam pendapatan BLUD yang sah
RO Pasal 25
o (1) Pendapatan yang bersumber dan _]asa layanan sebagannana dlmaksud dalam Pasal 24 - : o
© huruf a adalah unbalan yang dnperoleh dari Jasa layanan yang dlbenkan kepada SRR
N ,._.masyarakat v :
: ) -'"Pendapatan yang bersumber dan h1bah sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 24 huruf o

- bdapat berupa hibah yang dlperoleh dari masyarakat atau badan lain. = -~ - B
Pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama sebagalmana dimaksud dalam Pasal -

S 24 huruf ¢ dapat berupa perolehan dari keqasama operasional, sewa menyewa dan -

L f:_usaha Iamnya yang! tldak berhubungan langsung dengan tugas. dan fungsx RSUD o
@ .
" d adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredlt anggaran pemermtah daerah o
- bukan termasuk pembiayaan APBD. -~ - o

o ‘(5) * Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagannana dxmaksud dalam Pasal 24 huruf

¢ dalam hal RSUD ditunjuk sebagal pelaksana anggaran dckonsentram dan/atau tugas .

 pembantuan dan lain-lain.

Dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasn dan/atau tugas pembantuan"",_ - Lo
S sebagalmana pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan dlselengga.rakan secara L

L terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

N0

L - S untuk membiayai belanja RSUD sesuai RBA deﬁmtlf

)
S dan huruf d dilaporkan sebagal Jems pendapatan ash daerah yang sah pada obyek
. B pendapatan RSUD BLUD : : i

C a. . hasil penjualan kekayaan yang txdak dlplsahkan o

. ;- hasil pemanfaatan kekayaan
.1 jasagiro

~ keuntungan selisih nilai mkar ruplah terhadap mata uang asmg "

b
N o ‘c,,
©~ . d. ' pendapatan bxmga
e
f.

- f. . komisi, potongan ataupun bentuk lam sebagal aklbat dan penjuélén dan/atau: PR
- . | pengadaan barang/_]asa oleh BLUD v _ ‘ .

hasﬂ 1nvesta31 R

Pasal 26

: Seluruh pendapatan sebagalmana dlmaksud dalam Pasai 24 dapat dlkelola langsung

Seluruh pendapatan sebagannana dimaksud dalam Pasal 24 huruf 4, huruf b, huruf c

Pendapatan lamnYa yang sah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 24 huruf f antara’ | S
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Seluruh p\,ndapatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) dllaporkan kepada PPKD_ o

setiap triwulan
Format laporan peéndapatan sebégxméﬁé dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam

 Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagianantiga
Biaya
Pasal 27

Blaya terdm dari blaya operasional dan biaya non operasxonal yang sesuai dengan'_f
struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.

Biaya operasional dan biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup seluruh biaya yang menjadx beban RSUD dalam rangka menjalankan tugas

- dan fungsi.
-3

@

Blaya sebagaimana dxmaksud pada ayat (l) dlalokamkan untuk memblayal program B
peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

Pembxayaan program dan keglatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan

| sesuai dengan kelompok, _]ems, program dan kegxatan

Pasal 28

Bxaya opcrasmnal sebagannana dunaksud dalam Pasal 27 terdiri dari :
a. biayapelayanan .

'b.~  biaya umum dan administrasi

Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf a terdiri dari :

biaya pegawai

biaya bahan

biaya jasa pelayanan
biaya pemeliharaan
biaya barang dan jasa
biaya pelayanan lain-lain

Biaya umum dan admmxs'.rasx sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdm '
dari : .

biaya pegawai

biaya administrasi kantor

biaya pcmeliharaan _
biaya Iangganan barang danjasa -
biaya promosi . ’
bxaya umum dan adminstrasi lam-lam

Pasal 29

Blaya non operasmnal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 27 terdiri dari:

a.

.

c
d..
[

biaya bunga

biaya administrasi bank

biaya kerugian penjualan aset tetap
biaya kerugian penurunan nilai
biaya non operasional lan-lain.



Pasal 30

Seluruh pengeluaran blaya yang bersumber dan Jasa layanan hxbah, hasﬂ keqasama 2 SR
- dengan plhak ket1ga dan laln-lam pendapatan BLUD yang sah dlsampalkan kepada o

. PPKD.

o

o l'f;f{":(4) )

Seluruh pengeluaran blaya yang bersumber sebagaJmana dlmaksud pada ayat (1) o
- dilakukan dengan penerbltan SPM yang dllampm dengan Surat Pemyataan- R
- Tanggung Jawab (SPTJ). : RTINS
Format SPTJ sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) s»bagalmana tercantum dalaxn' B

- Lampiran II Peraturan Bupati ini. .~ -
Format laporan pengeluaran sebagaunana dlmaksud pada ayat (I) sebagaunana o

e .r.'_tercantum dalam Lampn-an m Pcraturan Bupat1 ini.

Pasai 31

Pengeluaran blaya dlselenggarakan secara ﬂeks1be1 berdasarkan kesetaraan antara, : |
. volume kegiatan peiayanan dengan Jumlah pengeluaran, menglkun praktek blsms' S

| ‘il'yangsehat

e

Pengeluamn bxaya secara ﬂeksxbel sebagalmana dnnaksud pada ayat (1) merupakan ‘:_
~ biaya yang sesuai dengan pendapatan dalam ambang batas yang telah dltetapkan -

S dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.

6

.Pengeluaran biaya secara fleksibel sebagaunana dimaksud pada ayat (1) berlaku IR

-+ " dalam ambang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA definitif. -~ o
Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haiiya berlakis S .
‘untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain APBN/APBD atau hibah terikat. -~ - = -
Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD dapat menga_]ukan usulan tambahan} R

- angggaran APBD kepada PPKD melalul Sekretans Daerah

@
-  .‘»_;':.:(3)"’

| r.iﬁ pasal '32“ -

.Y>Ambang batas ﬂck51b111tas sebagalmana dnnaksud dalam pasal 31 ayat (3), » -

ditetapkan dengan besaran prosentasc »
Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1tentukan dengan -

= mempertxmbangkan fluktuasi operasional RSUD , ,
‘Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dltetapkan oleh Bupatl .
o gsetelah mendapat pertlmbangan PPKD S O . "

B ﬁBwagia‘h Keémpat :
Pengelolaan Kas

"ﬂ;E tff ﬁ g  '§»”13 Pasal 33

o

» ‘Transakm penenmaan dan pengeluaran kas yang bersumber dan ]asa layanan hibah, = .
hasil keqasama dengan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah -

 dilaksanakan melalui rekening K Kas BLUD RSUD pada bank umum yang d1tetapkan :

o= v-»‘olehpemmmeLUD o | -
: Rekening kas RSUD scbagaimana dlmaksud pada ayat (l) dlbuka oleh pemmpm
R BLUD danbendahara pada bank umum. - o



oo

: ""5 © J.Q"}v.o,v- O‘SD

o
A

@

@

i

Dalam pengelolaan kas BLUD RSUD menyelenggarakan hal-hal sebaga:l benkut
e merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas .

.. melakukan pemungutan pendapatan atau taglhan

! menyimpan kas dan mengelola rekemng bank

- melakukan pembayaran ’ B
. -mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit Jangka pendek

tambahan.

'Pemanfaatan surplus kas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf f dllakukan v o
B sebaga1 investasi jangka pendek pada i 1nslrumen keuangan dengan resikorendah.
* Penerimaan BLUD RSUD pada setiap hari kexja disetorkan seluruhnya ke rekenmg PR
 kas BLUD - RSUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pcnenmaan uang dari -
pihak ketiga dan dilaporkan kepada pejabat keuangan. . -

'Pengelolaan kas BLUD RSUD dlselenggarakan berdasarkan praktek blsms yang SR
',sehat o Cenl . : v .

Baglan Kehma T
Pengelolaan Plutang da.n Utang
. Pasal 35 ' ‘

Piutang dikelola secara tertlb eﬁswn ekonorms, transparan dan. bertanggunggawab o

- serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan . R
 berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. v . S

:RSUD mclaksanakan penaglhan piutang pada saat pmtang jatuh tempo : R
Untuk melaksanakan piutang sebagaimana dimaksud ayat (3), RSUD meny1apkan IR

g ~_bukt1 dan administrasi penagxhan, penyelesaian tagihan atas plutang

o

©

Penagihan p1utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit dltag & dapat
dilimpahkan Penaglhannya kepada Bupatx dengan dllampm buktl—buku yang valid
dan sah. -

_Penaglhan pxutang sebagamana dunaksud pada ayat (5) dllaksanakan berdasarkan o
,,ketentuan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku o

;}Plutang dapat dlhapus secara mutlak atau bersyarat apablla sudah ada pemlalan oleh
" pejabat yang berwenang, yang mlamya dltetapkan secara beqenjang sesual ketentuan
R ‘.»‘-’."_ﬂzyangberlaku . »

R ‘, oleh Bupatl berdasarkan ketentuan peratumn perundang-undangan yang berlaku

Kewenangan penghapusan plutang sebagmmana dnnaksud pada ayat (1) ditetapkan

- memanfaatkan surplus kas jangka pendek ‘untuk memperoleh ‘pendapatan'v .

o (l)RSUD dapat- membenkan 'plutang sehilbungan ‘dengan‘ jﬁenyéfalﬁah barang, Jasé R
~ -~ dan/atau transaka51 yang berhubungan langsung maupun tldak langsung dengan :
. kegiatan RSUD. .
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" Pasal37 -

'RSUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kcglatan operasxonal

dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain. |
Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien; ckonomis, transparan dan

- bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

3
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Pemanfaatan pmjaman/utang yang berasal dan pcnkatan pmjaman Jangka pendek

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang‘
hanya untuk belanja modal.

Pasa13s =

Besamya utang jangka pendek setmggl-tmggmya 3 (tlga) kah perklraan pendapatan
per beban dan surplus pendapatan kas.

Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Direktur

Besaran utang Jangka panjang ditentukan berdasarkan tmgkat likuiditas selama masa
angsuran.

Périkatan pinjaman Jangka panjang dxtentukan oleh Dxrektur dengan persetujuan
Bupatl

Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagalmana dlmaksud dalam pasal 37 ayat ( l)
men_]adl tanggung jawab RSUD.

Pasal 39 -

Hak tagihan mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima)

tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang

Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang
berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum - berakmmya masa
kadaluwarsa.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tldak berlaku untuk pembayaran
kewajiban bunga dan pokok pinjaman RSUD.

Pasal 40
Utang BLUD RSUD dapat bersumber dan
pemermtah v »
pemerintah daerah lamnya
- lembaga keuangan bank :
lembaga keuangan bukan bank

Pao TR

: masyarakat
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Pasal 41

‘RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

Pennmpm BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok
sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan dalam RBA definitif.

Pelampau..n pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagalmana dimaksud

‘pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA.

-Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi
anggaran yang tersedia dalam RBA, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan v
,’ pembayaran dan melaporkan dalam 1aporan reahsasx anggaran kepada PPKD. o

Bagian Keenam
Investasi
Pasal 42

RSUD dapat melékukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan

pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak
mengganggu likuiditas keuangan RSUD.

Investasi scbagaxmana dimaksud pada ayat (1) berupa mvestasx jangka pendek dan -

mvestas1 jangka panjang.

Pasal 43

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) merupakan

investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan, ditujukan dalam rangka
manajemen kas dan resiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas)

~ bulan.

)

)
@

03

oo

Investasi jangka pendek sebaglmana dimaksud pada ayat (1) mencakup

a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
yang dapat diperpanjang secara otomatis
pembelian Surat Utang Négara (SUN) _
pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

Pasal 44

'.é.

RSUD dapat melakukan investasi Jangka panjang dengan persetu_]uan Bupati
Invenstasi Jangka panjang sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) antara lain :

~a.  penyertaan modal

b.  pemilikan obligasi untuk masa Jangka panjang

¢. investasi langsung (pendirian perusahaan) -

" Dalam hal RSUD mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, maka
aset badan usaha tersebut menjadi aset Pemermtah Daerah yang pengelolaannya

dxlaksanakan oleh RSUD
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Pasal45

Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) merupakan
pendapatan RSUD :

Pendapatan RSUD sebagaimana dunaksud pada ayat (1) dapat dlpergunaka.n secara

» langsung untuk memblayal belanja sesuai RBA.

Bagian ertuj uh
Kerjasama
Pasal 46
Guna memngkatkan kualitas pelayanan RSUD dapat melakukan kerjasama dengan '

pihak ketiga

Kerjasama sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dxlakukan berdasarkan prinsip
efisaensx efektivitas dan ekonomxs

Pasal 47

Kerjasama dengan plhak ketlga sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 46 mehpuu

a.. kerjasama operasional

b.. sewamenyewa '

¢.. usahalainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD

Keljasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan
perikatan antara RSUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui
pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian -
keuntungan sesuai kesepakatan. .

Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan
pemanifaatan barang milik RSUD oleh pxhak lain dalam jangka waktu tertentu dengan
imbalan uang. o

Usaha lainnya yang menun_;ang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada' o

ayat (1) huruf ¢, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan = -
pendapatan bagi BLUD dengan tidak mengurangn kualitas pelayanan umum yang
menjadi kewa_uban BLUD. , ;

Pasal 48

Hasﬂ kerjasama sebagaunana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan pendapatan -
RSUD ‘

'Pendapatan RSUD sebagalmana damaksud ayat (1) dapat dxpergunakan secara

Iangsung untuk memblayat belanja sesuai RBA.
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Pasal 49

,'ﬁKeruglan pada RSUD yang dlsebabkan oleh tlndakan melanggar hukum atau kelalalan

,seseorang, diselesaikan - sesuai- dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

L o mengenal penyelesman keruglan daerah

R .'Bégi‘an Késémbilén‘,’ ) o
‘ Penatausahaan 1 "
Pasal 50

R . Penatausahaan keuangan mehputl
penenmaan :

- piutang )

- pengeluaran

“utang

- persediaan -

 asettetap

" investasi :

ekultasdana

PR '9-‘”9"9‘,?’

Pasal 51

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penenmaan, Bendahara, o

* Pengeluaran dan Unit Kerja pada RSUD yang mengelola uang, barang dan kekayaan = PR

daerah yang terdapat pada RSUD wajib menyelenggarakan penatausal keuangan PR

: :sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 50 sesum ketentuan peraturan perundangan yang o

S _berlalcu

Pasal 52 -

(1) Penatausahaan keuangan sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 50 dldasarkan pada
- prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat. -

" (2). Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dllakukan secara
7 tertib, efektlf eﬁsnen, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3) - Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi sebagalmaha dlmaksud'“ S

+" dalam pasal 50 ditetapkan dengan Keputusan Dlrektur sesuai ketentuan peraturan . EREE

T perundangan yang berlaku

D BABVI .
PERUBAHAN RBA DAN DPA - BLUD

Pasal 53

o Perubahan terhadap RBA dan DPA BLUD dxlakukan apablla R
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- praktek bisnis yang sehat.

@
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M

maupun ekultas dana.

‘a. terdapat penambahan dan/atau pengurangan anggaran yang bersumber dan

- APBD

b. ° belanja melampam ambang batas ﬂeksnblhtas yang telah dxtetapkan
~c. © pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan sesuai dengan
peraturan penmdang-undangan yang berlaku :

Ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA Perubahan dan
'DPA — BLUD Perubahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. v
Format RBA dan DPA BLUD sebagnnana diatur dalam pedoman Penatausahaan

keuangan dan Akuntansi Daerah

i T BAB VII :
AKUNT ANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

: Bagian Pertama
Akuntansi
?asai 54

RSUD menerapkan sistem informast manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan

Setiap transaksi keuangan RSUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dlkelola

- secara tertib.

~ Pasal 55

RSUD menyelenggarakan akunténsi dan laporah keuangan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia

Penyelenggaraan akuntansi dan laporan kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan basns akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewaijan

Pasal 56

Dalam rangka 'periyelen‘ggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Direktur menyusun kebijakan

akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

(2) ‘j Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar
dalam pengakuan, pengukuran, penyajlan dan pengungkapan aset, kewajiban,
ekultas, pendapatan dan beban v

Pasal 57
, vProses akuntans1 mellputl

a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal

b.  memposting ke buku besar dan buku pembantu :

c.  mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo

d. menyusun laporan keuangan



| . Bagmn Kedua Lt
Pclaporan dan Pertanggung] awaban Keuangan
| Pasal 58

Laporan keuangan sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal 56 ayat (2) terdm dan
- neraca - -

o b laporan aktivitas
~c. ¢ laporan aruskas -

e

o ‘; S d.  catatan atas laporan keuangan
. (2‘):;;’

- ckimemja. o

Neraca sebagannana dlmaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang' SR

. menggambarkan p05151 keuangan mengenal aset, kewa_uban dan ekultas dana pada b

- tanggal tertentu. - o

Laporan aktivitas sebagannana dnnaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan B

- yang bensx informasi jumlah pendapatandanbeban RSUD selama satu periode. . =

‘Laporan arus kas sebagannana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan laporan = o

- . yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi - - .

.- dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal T

o penenmaan, pengeluaran dan saldo akhir selama periode tertentu. ’

(6)“ " Catatan atas laporan keuangan sebagannana dimaksud  pada’ éYat (1) hu.ruf d EENT

o Vmerupakan catatan yang berisi penjelasan naratlf atau rincian dari angka yang terteraf o

Laporan keuangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dtsertal laporan mengenal

B fdalam laporankeuangan R

- menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada PPKD untuk =~~~
- _dikonsolidasikan dengan keuangan Pemenntah Daerah sesuai standar akuntans1 o
pemenntah o | -

Pasal 59

Selam laporan keuangan sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 59 ayat (1) RSUD

Laporan keuangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) terdm dan
laporan reahsasn anggaran R

b neraca

c.  laporan arus kas

~d. catatan atas laporan keuangan .

Pasal 60

. erdm dari :

laporan trlwulan

bb ‘laporan semesteran -

-~ keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan .
catatan atas laporan keuangan dlsertal Iaporan kmexja kepada PPKD untuk‘__ R

e . laporan tahunan. - o . . S |
: Laporan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan operasmna] dan
- laporan arus kas kepada PPKD pahng lambat 15 (hma belas) han setelah perlode
’ ‘pelaporan berakhir. = -
" Laporan sebagalmana dxmaksud pada ayat (l) hurf b dan huruf c adalah laporan

Laporan keuangan secara berkala sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 59 ayat (1) » o



O}
- kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

2

M
S dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA o
: Permmpm BLUD mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD secara

@

O]

@

()
@

®

d1konsohdasxkan ke dalam laporan keuangan pemenntah daerah, palmg lambat 1 -

(satu) bulan setelah periode laporan berakhir.
- Pasal 61

Pexiyusunan laporan keuangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 60 ‘ayat (1) untuk

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit olch pemenksa ekstern sesual dengan _

 peraturan pemndang-undangan yang berlaku.

~ BABVII
AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 62

Peinimpin BLUD bertanggung jawab terhadai) kinerja operasidnal RSUD sesuai

terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaunana d1maksud dalam Pasal 59

',ayat .

BABIX
SURPLUS DAN DEFISIT
Pasal 63

Suxplus anggaran merupakan selisih lebih antara reahsasn pendapatzm dan reahsa51

-belanja RSUD pada satu tahun anggaran

Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dlgunakan dalam anggaran tahun ‘_

" berikutnya kecuali atas perintah Bupati, sesuai dengan kewcnangannya, disetorkan .

sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertlmbangkan posisi likuiditas

RSUD.

- Pasal 64

Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan

~ realisasi belanja RSUD pada satu tahun anggaran

Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berlkutnya

kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya.

PPKD sesuai kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup dcﬁsxt |

 pelaksanaan anggaran RSUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.




. BABX |
KETENTUAN PERALIHAN
_ © Pasal65
| Dengén ﬂitetapkannya RSUD sebagai BLUD terhitling mulai ténggal 2 Maret 2009 maka
_ dokumen RKA tahun anggaran 2009 dipersamakan sebagai dokumen RBA deﬁnmf yang
. berfungsi sebagai dasar penyusunann DPA — BLUD tahun 2009.
Pasal 66

Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sesua1 standar akuntans1 keuangan mulai
dilaksanakan pada tahun 2010. _ .

 BABXI
KETENTUAN PENUTUP

" Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati sepanjang mengenal pelaksanaannya
diatur leb1h Ianjut oleh Direktur. ' .

| Pasal 68
| Peratmah Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

: , Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatl
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar : ‘
Padatansgal 2> Marel' mﬂ
Q\BUPATI

.9 Hj. RINA IRIANI SRI

) Dxundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Macdt 200 5
L ; v -
SEKRE DAERAH L

2 BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGAN YAR TAHUN 2009 NOMOR Z,l }

| TELAH QUOREKS] . S S /
. BAGIANHUKUM ' - | ,.

4



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGAN YAR

NOMOR  : 3
"TANGGAL : > TahLLV\ 309
. | 9‘3 Pebman 20y

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Ji. Laksda Yos Sudarso, Telp. (0271)495025 495118, 495673, Karanganyar 57716

LAPORAN PENDAPATAN BLUD
RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

TRIWULAN ...... TAHUN :ooviicisiis -
NO || URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI | REALISASI | LEBIH
: : . DALAM DPA S/D | TRIWULAN SD (KURANG)
"} TRIWULAN | = INI TRIWULAN .
LALU ~ LALU
: Pendapatan BLUD
1 {'JasaLayanan
2 | Hibah
3 | Hasil Kerjasama
"4 | Pendapatan  lain
yang sah
. JUMLAH
' : Karanganyar, ... »
. Mengetahui " Pemimpin BLUD
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah RSUD Kabupaten Karanganyar

(Mgﬂn)
NIP. coveeecerrenene

(nama lengkap)

J ] | —

|
|
i

l‘ BUPATI

NANIN
XSl

Hj. RINA IRIANI SRI SIH, S.Pd, M.Hum

" TELAH



: LAMP]RAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR L 1 2> Tahun oo
- Al 23 Pebumn' 2004

' FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

' RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

“JI. Laksda Yos Sudarso, Telp. (0271) 495025, 495118, 495673, Karanganyar 57716

' SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

: Sehubungan dengan pengeluaran blaya BLUD RSUD Kabupaten ,
Karanganyar Triwulan  ............ - Tahun = .cenes sebesat Rp.  .vccereneae :
( ' , ), yang berasal dari pendapatan : Jasa -
Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah adalah talggung
Jawab kami. , , , ,

Pengeluaran biaya tersebut diatas telah dllaksanakan dan deelola
berdasarkan sistem pengendahan intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan
'DPA dan dibukukan sesuai Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-
bukti pengeluaran ada pada kami, '

Demlktan Surat Pernyataan ini- dlbuat untuk mendapatkan pengesahan
pengeluaran biaya BLUD RSUD Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar,

- Pemimpin BLUD
RSUD Kabupaten Karanganyar

_ (nama lengkap)
Lo - NIP. .

BUPATI

: TNAN/Ig((’JSIH, S.Pd, M.Hum

Hj. RINA IRIANI S



. LAMPIRANTIL T
~ PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
-~ NOMOR ’73 ?Qhuh 300_4

| 'T’,’%N-‘?GAL. 22 Pebman %ﬁ

FORMAT PENGELUARAN BIAYA BLUD

E . PEMERINTAI‘I KABUPATEN KARANGANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl Laksda Yos Sudarso, Telp (0271)495025 495118 495673 Karan'anyar 57716

" LAPORAN PENGELUARANBIAYA BLUD '~ = -
 RSUD KABUPATEN KARANGANYAR
TRIWULAN ...... TAHUN oo

| NO{ % " - URAIAN -~ | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI | REALISASI [  LEBIH R
ooy o w0 00 1 DALAMDPA . S/D TRIWULAN. | SD | (KURANG) | =~
CLALU o AL

A - | BIAYA OPERASIONAL
] 1" BiayaPelayanan - -

Biaya pegawai
Biaya bahan
" Biaya jasa pelayanan
Biaya pemeliharaan
_ Biayabarang danjasa
" Biaya pelayanan lain-lain

e e e [@ e

2 Bmya Umum dan Aémlmstras:
Blaya pegawai

__Biaya administrasi kantor
Biaya pemelih

" Biaya barang dan jasa :

Biaya promosi

"' Biaya umu dan ad:mmstmsx Iam-
) lam

mlo |afo o [

- B - | BIAVA NON OPERASIONAL ~ -

’ 3. Biayabunga - ) ]

" Biaya administrasi bank -

" Biaya kerugian penjualan aset tetap

- Biaya kerugian penurynan nilai - -

o la|o (&

Biaya non operasional lainnya -

JUMLAH

Karanganyar

- PejabatPengelolaKeuangan Daerah L L s RSUD Kabupaten Kmnganyar

»

‘ \( lcngkap} o R PR * (namalengkap)




BUPATIKARANGANYAR

PERATURAN BUPAT] KARANGANYAR
NOMOR 4e TAHUN 2009 |

‘“;TENTANGi'

- URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
. PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
. KABUPATEN KARANGANYAR :

e DENGAN R_AHMAT_TUHANYYANG M}AHA ESA
B 'BUPATI}KARANGANYYAR, -

o Memmbang a. bahwa da!am rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
: - Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang OrganlsaSl dan Tata
- Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar agar lebih berdaya
~guna dan berhasil guna, perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi
Jabatan Struktural pada Dinas Pendtdlkan Pemuda dan Olah
- Raga Kabupaten Karanganyar; ,

!

"~ b. bahwa berdasarkan pertimbangan - sebagalmana dlmaksud

huruf a, perlu dlatur dan dltetapkan dengan Peraturan - Bupatl C

ST Karanganyar S
. Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
@ S " Daerah- Daerah Kabupaten dalam Llngkungan Prop|n5| Jawa

2, 'Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan o

Peraturan Perundang-Undangan . (Lembaran_Negara.. Republik—-. . - . .

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
' vRepubllk IndoneSIa Nomor 4389); »

-+ 3. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerlntahan '
.-~ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
“dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang’ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4944) ' ;o

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat - dan Pemerintah Daerah

 (Lembaran Negera Republik Indonesia” Tahun 2004 Nomor 126,
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman I
" Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneS1a-

Nomor 4593);

~Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

'Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran

~ Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamsasr

Perangkat - Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republlk

" Indonesia Nomor 4741),

Peraturan Presnden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan'
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan- -

~undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 57 Tahun 2007 tentang : o
: ‘,Petunjuk Teknis Penataan Orgamsasu Perangkat Daerah;

10,

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008'

‘tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
~ Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah E
) Kabupaten Karanganyar Nomor 7 -

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Karanganyar - (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar o
Tahun 2009 Nomor 2); o _ .

Peraturan Bupati- Karanganyar Nomor 6 tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis

‘pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten

, ."'Karanganyar (Benta Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 -
Tahun2009) o , R

Menetapkan :

'MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI™ ~ ~

JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA -

' DAN OLAH RAGA KABUPATEN KARANGANYAR

o BABI'" T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

: "Dalam Peraturan Bupatl lnl yang dimaksud dengan

»1.‘v‘Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

" 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagal unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3 Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar



Bupatl adalah Bupatl Karanganyar o o e
- Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Karanganyar -

.‘;Dmas adalah Dlnas Pendldlkan Pemuda dan O!ah Raga Kabupaten
*__‘Karanganyar '

.jKepaIa Dinas adalah Kepala Dmas Pendldlkan Pemuda dan Olah Raga .
Kabupaten Karanganyar o . ,

. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dts:ngkat UPT adalah UPT pada D:nas .

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar

. Pendndlkan Anak Us:a Dini ‘yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu"- T
- upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak yang sejak lahir sampai dengan ,
“usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberlan rangsangan pendidikan

~ untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan: rohani agara

1.

"anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendldlkan lebih Ianjut

Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembllan) tahun

. diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (t:ga) tahun dl ,
. Sekolah Menengah Pertama atau sederajad ~ o

RETY

Pendidikan Menengah adalah adalah pendldlkan umum dan ke]uruan yang‘
dlselenggarakan bagi lulusan Pendldlkan Dasar. . '

12,

Pendldlkan Nonformal adalah jalur pend:d:kan di. luar pendidikan pendldlkan :

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang

()

Pendldlkan Informa! adalah jalur pend|d|kan keluarga dan llngkungan

B BABI

- SUSUNAN ORGANISASI} .
: , Pasal‘2v’ , , . S
Susunan OrgamsaS| Dmas Pend[dlkan Pemuda dan Olah Raga terdiri dan a :

8 a. Kepala Dinas;

| b Sekretarlat membawahkan

1. Sub Baglan Perencanaan N
2. Sub Bagian Keuangan; -
3. Sub Baglan Umum dan Perlengkapan

o c. Bldang Pendldlkan Anak Usia D:nl Non Formal dan Informal membawahkan:

1 SekS| Pendldlkan Anak Usia D|n| -
2 Sek3| Pend1d|kan Non Formal dan Informa!
3 Sek3| Sarana Pendldlkan Anak Usia Dmi Non Formal dan lnformal

N ;‘; "d Btdang Pendidikan Dasar membawahkan

1 Seksi Sekolah Dasar N :
2 Seksi Sekolah Menengah Pertama

- .3;.Sek3| Sarana ‘Pendldlkvan Dasar.‘ L



- e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:

ek Sek3| Pendld:kan Sekolah Menengah Atas -
o 2 Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
| 3 Seksu Sarana Pendldlkan Menengah
S Bldang Pemuda dan Olah Raga membawahkan
:'1 Seksi Pemuda; ' | "
c 2 SekS| Olah Raga. R T
, g Bidang Pendidik dan Tenaga Kependldlkan membawahkan

B "1 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependld:kan Pendldtkan Anak US|a D|n| dan

| Sekolah Dasar;
o 2 SekSI Pendidlk dan Tenaga Kependndlkan Sekolah Menengah
3 SekSI Tenaga Admmtstrasn dan Fungslonal .

" h. Unit Pelaksana Teknis Pendldlkan Usia Dini, Nonformal lnformal dan Sekolah, o o

xDasar o :
Unlt Pelaksana Tekms Sekolah Menengah Pertama

j Untt Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas

k Umt Pelaksana Tekms Sangar Keglatan Belajar |

I Kelompok Jabatan Fungsnonal B ’

';,,:».f:(2) Sekretariat d:plmpm oleh- seorang Sekretarls yang berada d: bawah dan} o

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

}i | (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bldang yang berada d|f’

“bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. .

" (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala SUb Bag|an yang N |

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretans

R :(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada d'"f

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bldang yang bersangkutan

R BABII .
e URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

| Baglan Kesatu 'f |
- Kepala Dinas o

Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunya1 tugas membantu Bupatn dalam melaksanakan urusan:} -
-+ Pemerintahan Daerah di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Ragav“‘-i

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) Kepala .

Dmas mempunyal fungsi:

Ca. perumusan kebuakan teknls penyelenggaraan Pemenntahan Daerah d:

- 'bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga yang meliputi pend:dtkan anak

-, usia dini, non formal dan informal, pend:dlkan dasar, pendidikan menengah,

- pemuda dan olah raga pendldlk dan tenaga kependldikan serta
' -kesekretariatan; . - : _



b.

e.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum
di bidang pendidikan, pemuda dan Olah Raga, yang meliputi pendidikan
anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pemuda dan olah raga, pend:dlk dan tenaga kependldlkan serta

kesekretariatan; , . -

. pembmaan dan pelaksanaan tugas d: bldang pendldtkan pemuda dan Olah

Raga yang meliputi pendidikan anak usia dini, non formal dan informal,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pemuda dan olah raga pendidik
dan tenaga kepend:dlkan serta kesekretariatan;

pemblnaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam llngkup Dinas Pend1d|kan
Pemuda dan Olah Raga; :

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya. ' :

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a.

merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

. menjabarkan perintah atasan melalw pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; S

membagn tugas kepada bawahan sesuali dengan bldang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas; -

. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung
“maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk.
- mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil»kerja yang optimal

merumuskan kebijakan Bupati di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah |
Raga berdasarkan wewenang yang dlbenkan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

mengkoordmas:kan memfasmtaSI membina, mengendalikan dan
mengevaluaSI pelaksanaan kegiatan Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

menetapkan rencana daya tampung pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar dan pendidikan menengah berdasarkan proyeksi data per sekolahan;

. menetapkan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada

pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar dan
pendidikan menengah;

membina dan mengevaluasi Rencana Anggaran Sekolah;
mengkoordlna3|kan pelaksanaan penerimaan peserta didik, kunkulum Ujian

Akhir Sekolah (UAS), Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN),
Ujian Nasional (UN), kegiatan pembmaan pemuda dan olah raga sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;
merumuskan kebijakan teknis peningkatan sekolah;
merumuskan kebuakan pembangunan dan rehabnhtasu sarana dan prasarana o

pendidikan;

. memberikan rekomenda3| izin pendirian, penggabungan allh fungsn dan
" pencabutan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, satuan

pendidikan menengah dan satuanlpenyelenggara pendidikan non formal;

imengajukan usulan pengangkatan dan mutasi pegawai di lingkungan Dinas;



0. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sustem penilaian yang tersedia
' sebagal cerminan penampilan kerja;

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambllan kebijakan;

g. menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 4

(1) Sekretans mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan
kebijakan, - mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan
perencanaan, keuangan, umum, dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

' a. merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan _peraturan
- perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebagal
pedoman pelaksanaan kegiatan; .

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; :

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya'
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bldang dl lingkungan Dinas baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja
yang optimal,

e, merumuskan konsep kebuakan Kepala Dmas sesuai bldang tugas di
Sekretariat;

f. merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan hasil rangkuman rencana
kegiatan Bidang-Bidang;

- g. melaksanakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,
~ keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, rumah tangga sesual
ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; :

h. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)Y
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan
- Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

“i. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
(LKPJ) dan laporan sejenisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

j. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi
perkantoran sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan kesekretariatan dllaksanakan secara efektif dan
ef|31en



k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampﬂan kerja

I'.'membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan;

m. menyampa:kan saran dan perttmbangan kepada atasan balk secara lisan
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

- tugas;

(1)

)

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

, Pafégraf‘l
Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 5

Kébala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris
dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan Dinas.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

', b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

¢. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
~petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan.
kelancaran pelaksanaan tugas;

_'d.’ melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bag:an dan Kepala Seksi di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluaSI permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

. e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang perencanaan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

f. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menghlmpun meneliti dan mengkoreksi bahan usulan program kegiatan dan
laporan keglatan yang masuk dari masing-masing Btdang, Seksi dan Sub
Baglan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 h. melakukan monltorlng dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operas;onal Dinas

agar diketahui tingkat realisasinya;

i. ’menylapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan
laporan sejenisnya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan;

J- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;



k.

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar
pengambilan kebijakan;

.- menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
~ fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sub Baglan Keuangan

Pasal 6

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan  urusan  administrasi  keuangan  dan  pelaporan
pertanggungjawaban keuangan Dinas. : ' ’

@

a

Uraian .tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
. menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagal :
pedoman pelaksanaan keglatan .

. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlakuy;

. membag: tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi

petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertuhs guna meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optlmal . .

. menylapkan proses pencairan dana dan pengelolaan admmlstra8| keuangan

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara
membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana
pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;

. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan keuangan di

lingkungan Dinas ;

. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalw sistem penilaian yang tersedia

- sebagai cerminan penampilan kerja;

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan;

. menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan tugas Iam yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsmya



(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas membantuf

Paragraf 3 |
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 7

Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum,

“rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasn perpustakaan dan

_kearsipan Dinas.
(2) Uralan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1)sebagal berskut

a

. menyusun program kegtatan Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan . -

o sumber data yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan penntah atasan melalui pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; »

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi
- petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan

kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluas; permasalahan :

- agar diperoleh hasil kerja yang optlmal

menyiapkan konsep naskah dinas bldang admmnstrasu umum sesuai dengan -
“ketentuan yang beriaku; . '

memberikan pelayanan urusan administrasi umum, pengurusan rumah

tangga, perlengkapan/perbekalan dokumentas: perpustakaan ~dan

_kearsipan Dinas.

merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan |
rumah tangga Dinas sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan -
- perundang-undangan yang berlakuy; '

melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Dinas untuk tertib adm:mstrast

~ serta melaksanakan pemehharaan barang inventaris agar dapat digunakan -

dengan optimal;

melaksanakan urusan keprotokolan penenmaan tamu plmpman upacara dan
- rapat dinas;

melaksanakan urusan keamanan ketertiban, kebersihan, dan kemdahan :

Kantor

. melaksanakan penynmpanan pendustnbus;an pemellharaan dan perawatan
~ sarana dan prasarana dinas;

melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana dl lingkungan

- dinas;
. melaksanakan penge!oiaan perpustakaan dmas

. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai presta5| kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia

- sebagai cerminan penampllan kerja

'membuat laporan ‘pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar‘:}:
pengambllan kebuakan ‘



menyampankan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk Ilsan maupun o
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan tugas Iam yang dlbenkan atasan sesual dengan tugas dan :
, vfungsmya : S . .

| Baglan Ketlga

Kepala Bldang Pendldlkan Anak Us:a Dlm Non Formal dan lnformal . ’

(1) Kepala Bldang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyal o |

Pasal 8

tugas . membantu - Kepala Dinas  dalam = merumuskan kebuakan |
‘mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan keglatan dl ‘Bidang
Pendldlkan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal. - - L

(2) Uralan Tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebaga| benkut

o a

merumuskan program keglatan di Bidang Pendidikan Anak Usia D|n| Non R
- Formal Dan Informal berdasarkan peraturan perundang -undangan yang -
-berlaku dan sumber data yang tersedla sebagal pedoman pelaksanaan"'
‘_keglatan - . _ .

..'menjabarkan permtah atasan melalw pengkapan permasalahan dan -
~ peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan,;
: vketentuan yang berlaku; : : ,

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya dan' |

~memberi. petunjuk/arahan secara hsan maupun tertulls guna kelancaran

R pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi d_engan Sekretaris,- dan"- Kepala : Bidang di
, .vlmgkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
- mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevalua3| permasalahan '
~agar dlperoleh hasil kerja yang optlmal : ,

. merumuskan kebutuhan sarana prasarana dl Bldang Pendld:kan ‘Anak USla _ ”

. Dini, Non Formal dan Informal;

j.‘ilmerencanakan melaksanakan | mengevaluas: . dan "mengendahkan’
- pelaksanaan: pembtnaan dan pengembangan Pendldlkan Anak Usia Dini,
‘Non Formal dan Informal; L . - » :

mendorong terselenggaranya keglatan kelompok minat Pendidikan Anak  '» :

- Usia Dini, Non Formal dan Informal

memellhara dan menmgkatkan kerja sama dengan Instansu terkait dan':”- -
_pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang'
~ dilaksanakan oleh masyarakat ‘ . o

. . merumuskan usulan bantuan bag| kegtatan dl bldang Pendidlkan Anak Ussa X
[RE Dini, Non Formal dan Informal L

.'.ﬂ-melaksanakan momtonng,,evaluasn dan’ memlal prestasn kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui SIstem penllalan yang tersedia
g sebagal cerminan penampilan kerja

. membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai - dasar
: pengamb:lan kebuakan S .

. }fmenyampa:kan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik hsan maupun

e tenulls sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan



m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

fungsmya

'Paragraf 1
Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

(1) Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian kegiatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. .

(2) Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

. a .

menyusun program kegtatan Seksi Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagal pedoman pelaksanaan kegiatan; »

menjabarkan penntah atasan melalui - pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan
ketentuan yang berlaku,

membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordlna3| dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Baglan di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal,

menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan PAUD;

menyusun rencana daya tampung dan pelaksanaan penerimaan Peserta
Didik Baru serta Mutasi peserta didik pada PAUD sesuai pedoman yang
berlaku;

merencanakan dan mengembangkan Kurikulum muatan Iokal PAUD
berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah;

. mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar pend[dlk PAUD

berdasarkan standar minimal kompetensi yang ditetapkan Pemerintah;

menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran dan evaluasi sesuai
dengan Pedoman yang berlaku;

merencanakan dan melaksanakan Kalender Pendidikan PAUD;

menyiapkan bahan usulan pendirian, penghapusan dan penggabungan
(Regrouping) PAUD;

menyiapkan bahan rekomendasi satuan PAUD yang akan di Akredatasr

. merencanakan dan melaksanakan program kerja sama PAUD dengan

Iembaga lain baik dalam negeri / luar negeri;

menyiapkan bahan pembinaan dan monitoringvi kinerja guru / kepala,
pengawas dan penilik sesuai peraturan yang berlaku;

merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan ‘evaluasi upaya

,penmgkatan mutu PAUD;

melakukan pendataan peserta “didik dan lembaga PAUD beserta
infrastrukturnya; .



menyiapkan keglatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja
Kepala Taman Kanak-Kanak (KKTK);

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasn kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai- dasar
pengambilan kebijakan; -

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

, fungsmya

(1)

Paragraf 2
Kepala Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 10

Kepa!a Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai - tugas ,
membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan
Informal dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, kordinasi,
pembinaan dan pengendalian di Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal
- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber
data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan‘
- peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

| c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengah bidang tugasnya dan

memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Baglan di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyusun rencana kerjasama dengan organisasi / badan / lembaga yang
melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

£ memproses izin pend‘irian dan melakukan inventarisasi organisasi /badan /
" lembaga yang melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan Non Formal
dan Informal; : .

g. menyebarluaskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
: Pend:dlkan Non Formal dan Informal;

~ h. menyebarluaskan kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal;

i. menyiapkan bahan pengembangan dan pengendalian kegiatan Pendldlkan
- Non Formal! dan Informal;

j. melaksanakan momtormg, - evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang
tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;



k

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambilan kebijakan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
“maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pe1aksanaan
- tugas; dan ,

m melaksanakan tugas lam yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan

- fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Seksi Sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

Pasal 11

(1) Kepala Seksi Sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

"~ mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non
Formal dan Informal dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian di Seksi Sarana Pendidikan Anak
Usia Dini, Non Formal dan Informal

(2) Uraian tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1), sebagai benkut

a.

menyusun program kegiatan Seksi Sarana Pendidikan Anak Usia Dlm

.- Non Formal dan Informal berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan sumber data yang tersedla sebagai  pedoman
pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan perintah atasan melalm pengkajlan permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulls guna kelancaran
pelaksanaan tugas; .

melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; '

menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak
Usia Dini, Non Formal dan Informal

menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan
sarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal; :

. menylapkan bahan penilaian terhadap kualitas dan kuantitas sarana
- Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;

melaksanakan btmbmgan penggunaan sarana dan prasarana Pendld;kan

- Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
‘menginventarisasi dan mendokumentasikan sarana dan ,prasarana

Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
menganalisis kebutuhan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan

- prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
-melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlalan yang

- tersedia sebagal cerminan penampilan kerja




. o

@)

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar |
pengambilan kebqakan . ,

. menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan ba:k I;san.
maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang ‘diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya :

- Bagian Keempat ,
~ Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Pasal 12

kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas .
dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan
mengendalikan kegiatan di Bidang Pendidikan Dasar . o -

a.

'Uralan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut

merumuskan program kegiatan di bidang Pendidikan Dasar berdasarkanv |
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang
tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan ‘perintah atasan melalui pengkajnan permasalahan dan
peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; ’

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan L

memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertuhs guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Sekretarls dan Kepala Bldang di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan  informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; '

merumuskan pétunjuk pelaksanaan pengelolaan SDISDLB dan
SMP/SMPLB ’

merumuskan Kunkulum Muatan Lokal SD/SDLB dan SMP/SMPLB

. Memantau dan mengevaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP) berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah;

mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Siswa atas |
dasar standar minimal Kompetensu yang dltetapkan pemenntah pada
SD/SDLB dan SMP/SMPLB .

mengendalikan dan mengevaluasu pengelolaan SD/SDLB dan
SMP/SMPLB; o o B ' '

‘merencanakan dan melaksanakan evaluasi belajar pada ‘SD/SDLB'dan '

SMP/SMPLB sesuai dengan pedoman yang berlaku;

merencanakan dan melaksanakan Penerimaan Peserta Didik (PPD), dan
mutasi siswa pada SD/SDLB dan SMP/SMPLB sesuai dengan pedoman
yang berlaku; g

merencanakan, melaksanakan, mengendallkan keg:atan kesiswaan -
SD/SDLB dan SMP/SMPLB; - '

-



- m. merencanakan dan Melaksanakan Kalender Pendldtkan pada SD/SDLB

‘dan SMP/SMPLB

merencanakan dan mengembangkan sarana prasarana SD/SDLB dan
SMP/SMPLB;

mengusulkan pemberlan bantuan pada SD/SDLB dan SMP/SMPLB |

- swasta;

melaksanakan pemetaan akreditasi sekolah;

[mengkoordmasukan pelaksanaan monltonng dan evaluasi kinerja Guru

Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB;

merericanakan melaksanakan dan mengembangkan program kerja sama
di bldang pendldlkan dasar dengan !embaga lain baik dalam negen/luar ,

,negen . ,
. merencanakan melaksanakan dan rnengevaluas: pengelolaan SD/SDLB

dan SMP/SMPLB;

merencanakan, melaksanakan mengembangkan dan evaluasi upaya
peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB;

. mengkoordinasikan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja

Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);

melaksanakan momtonng. evaluasi dan menilai prestasi kerja -
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui snstem penilaian yang
tersedia sebagai cerminan penampilan kerja; '

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

‘pengambilan kebijakan;

menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik lisan

~maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

tugas; dan

-melaksanakan tugas lam yang diberikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Parégraf 1
Kepala Seksi Sekolah Dasar

Pasal 13

(1) Kepala Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Pendidikan Dasar dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,
- pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Sekolah Dasar.

(2) Uraian tugas sebagaiména dimaksud pada ayat (1) éebagai berikut :

a

menyusun program kegiatan Seksi Sekolah Dasar berdasarkan peraturan |
perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

.-menjabarkan perintah atasan melalui pehgkajtan permasalahan dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan
ketentuan yang berlaku; :

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran ,
pelaksanaan tugas




. melaksanakan koordma31 dengan Kepala Seksn dan Kepala Sub Baglan di
. lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk -
' mendapatkan  informasi, masukan, serta untuk - mengeva!ua51
. permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal, . '

menyiapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan SDISDLB
i menylapkan rencana daya tampung siswa SD/SDLB

| menylapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasn keglatan
“kesiswaan SD/SDLB; ’ _ L

'."menylapkan bahan perencanaan pelaksanaan evaluasr “dan

~ + pengembangan Kurikulum muatan Iokal berdasarkan pedoman yang telah S

dltetapkan Pemerintah,;

" ~ ‘melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendldlkan (KTSP) berdasarkan‘
' pedoman yang telah ditetapkan Pemenntah o

' imenylapkan bahan pengembangan Standar Kompetensn Dasar Siswa atas»“_

'~ dasar Kompetensu Minimal yang dltetapkan pemerintah pada SD/SDLB;

: menylapkan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evalua5| kmerja . o i
- Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SD/SDLB; . ,

menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pemlalan Tes'.

" Kemampuan Dasar, Ulangan akhir Semester/ Ulangan Kenaikan Kelas

“dan Ujian Sekolah/Naswnal sesual dengan pedoman / peraturan yang
- berlaku ; ' » :

.menylapkan bahan pelaksanaan Penenmaan Peserta Dldlk ( PPD)

- mutasi siswa pada SD/SDLB sesual dengan pedoman / peraturan yang B
. berlaku; o

n. menylapkan bahan penyusunan Kalender Pendidikan pada SD/SDLB

. memproses izin pendman penggabungan (regroupmg) alih fungs: dan
‘penghapusan SD/SDLB; o

. menyrapkan usulan pembertan bantuan pada SD/SDLB

o . menylapkan bahan pemetaan akreditasi sekolah

menylapkan bahan perencanaan pelaksanaan dan evaluasl pengelolaan '

| SD/SDLB;.

menylapkan bahan perencanaan pelaksanaan momtonng dan
pengembangan prestasn dan kompetensi siswa SD/SDLB;

. menyiapkan bahan perencanaaan, pelaksanaan, pengembangan dan
- evaluasi pen:ngkatan mutu Pendidikan SD/SDLB;

. menylapkan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja
Kepala Sekolah (KKKS); ‘

melaksanakan momtonng, eva|u351 dan - memlau prestasx kerja'

- pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui S|stem pemlalan yang

tersedia sebagal cermman ‘penampilan kerja;

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar E

]  pengambilan kebijakan;

menyampalkan ‘saran dan pertlmbangan ‘kepada atasan baik hsan-
. maupun tertulis. sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas; dan o , -

. melaksanakan tugas Ialn yang dlbenkan atasan sesual dengan tugas dan
fungsmya ' . v .



Paragraf 2
Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pendidikan Dasar dalam menyiapkan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendallan kegiatan Seksu Sekolah
Menengah Pertama. . :

Uratan tugas sebaga:rhana dimaksud pada ayat (1), sebagal berikut :

()

a.

‘menyusun program kegiatan Seksi Sekolah Menengah Pertama berdasarkan |
. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
-sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

.;menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
-peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

‘membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan. bidang tugasnya dan
‘memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
' pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
‘lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
. mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengeva!ua51 permasalahan
- agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

. menyiapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan SMP/SMPLB;
- menyiapkan rencana daya tampung siswa SMP/SMPLB,;

menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keglatan

- kesiswaan SMP/SMPLB;

. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengembangan
: Kurikulum muatan lokal berdasarkan pedoman yang telah dltetapkan
- Pemerintah; ,

melaksanakan Kurikulum ngkat Satuan Pendldlkan (KTSP) berdasarkan
. pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah;

menyiapkan bahan pengembangan Standar Kompetensi Dasar Siswa atas

dasar Kompetensi Minimal yang ditetapkan pemerintah pada SMP/SMPLB;
menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja

- Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SMP/SMPLB;

~memantau dan mengevaluasi penilaian Ulangan Akhir Semester/Ulangan

Kenaikan Kelas dan Ujian Sekolah;

. menylapkan bahan koordinasi pelaksanaan Upan Naswnal sesuai dengan
. pedoman yang berlaku pada SMP/SMPLB;

: menylapkan bahan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik ( PPD) , mutasi
siswa pada SMP/SMPLB sesuai dengan pedoman / peraturan yang berlaku;

0. menylapkan bahan penyusunan Kalender Pendidikan pada SMP/SMPLB;

. memproses izin pendirian, penggabungan (Regroupmg) alih fungsi dan
. penghapusan SMP/SMPLB;

menyiapkan usulan pemberian bantuan pada SMP/SMPLB

. menylapkan bahan pemetaan akreditasi sekolah




M

(@)

menylapkan keglatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/SMPLB;

menylapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evalua5| pengelolaan

SMP/SMPLB;

menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, "monito‘ring dan
pengembangan prestasi dan kompetensi siswa SMP/SMPLB.

imenyiapkan bahan perencanapan, pelaksanaan, pengembangan dan
;evalua3| peningkatan mutu Pendidikan SMP/SMPLB;

‘melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penllalan yang tersedia
'sebagai cerminan penampilan kerja;

_’membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
‘pengambilan kebijakan; 5 ,

imenyampa:kan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun -
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

. ‘melaksanakan tugas lain yang dibenkan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

| Paragraf 3
Kepala SeksivSarana Pendidikan Dasar

Pasal 15

Kepala Seksi Sarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pendidikan Dasar dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Sarana Pendidikan
Dasar.

Uralan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebagai benkut

a

.- menyusun program kegiatan Seksi Sarana Pendidikan Dasar berdasarkan
. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedta
. sebagai pedoman pelaksanaan keguatan ' '

.gmenjabarkan perintah atasan melalui - pengkajian permasalahan dan -

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

“ketentuan yang berlaku;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan secara Ilsan maupun tertulrs guna kelancaran

- pelaksanaan tugas;

.. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Baglan di
- lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
' mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevalua3| permasalahan :
- agar diperoleh hasil kerja yang optimal; .

. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan SD/SDLB
. dan SMP/SMPLB; . .

menyebarluaskan pedoman dan petunjuk penggunaan dan pemellharaan
- sarana Pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB;

menyiapkan bahan penilaian terhadap kualitas dan kuantltas sarana

| Pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB:




(1)

: "

melaksanakan blmbmgan penggunaan sarana dan prasarana Pendldlkan

- SD/SDLB dan SMP/SMPLB;

- menginventarisasi dan mendokumentasikan sarana dan prasarana
Pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB; :

’Tmenganahsns kebutuhan, pemellharaan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana Pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB

- melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
- tugas bawahan secara berkala melalui S|stem penilaian yang tersedla ‘
‘sebagai cerminan penampilan kerja;

‘membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar
_‘pengambilan kebijakan; , | |

. menyampalkan saran dan pert:mbangan kepada atasan balk lisan maupun
étertulls sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesual dengan tugas dan
};fungsmya ' , , .

. Baglan Kelima
Kepala Bldang Pendidikan Menengah

Pasal 16

Képala ’Bi'dang' Pendidlkan Menengah mempunyal tugas m’e’mbanv’tti Kepala
Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, memblna dan
mengendalikan kegiatan di Bidang Pendidikan Menengah. '

Uraian Tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sebagai benkut

a.

merumuskan program kegiatan pada Bidang Seksi Pendidikan Menengah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data

- yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

.. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian ‘permasalahan  dan
+ peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
. ketentuan yang berlaku; , - .

.. membagi tugas kepada’ bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
“memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

. mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluaS| permasa]ahan
- agar diperoleh hasil kerja yang optlmal .

merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan SMAISMALB dan SMK
- berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemenntah

~memantau dan mengevaluasi pelaksanaan  Kurikulum ngkat Satuan

- . Pendidikan (KTSP) berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah;

merumuskan kurikulum muatan lokal berdasarkan pedoman yang telah
d|tetapkan pemerintah; .

. merencanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pada
- SMA/SMALB dan SMK;

memantau dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana pendldlkan
* SMA/SMALB dan SMK .




(1)

i. merencanakan dan melaksanakan kalender pend:dlkan pada SMAISMALB

dan SMK;

. merencanakan melaksanakan evaluasi belajar yang meliputi penilaian Uji

kompetensi, Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan Kelas dan Ujian

~ Sekolah pada SMA/ SMALB dan SMK sesuai dengan pedoman yang
‘berlaku;

mengkoordlnlr pelaksanaan Upan Nasional dl SMA/SMALB/SMK sesuai

- dengan pedoman yang berlaku;
. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan

manajemen sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku;

. merumuskan izin pendirian, penggabungan (regrouping), alih fungs: dan

penghapusan SMA/SMALB dan SMK;

. melaksanakan bimbingan teknis dan momtormg terhadap lembaga pengelola
“pendidikan SMA/SMK/SMALB; ,

. melaksanakan pemetaan akreditasi Sekolah
. mengusulkan pemberian bantuan pada SMA/ SMALB dan SMK;

. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan evaluasi upaya
- peningkatan mutu pendidikan SMA/SMALB dan SMK; '

. Vmengkoordmasnkan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP),

Musyawarah Guru Program Pendidikan dan Latihan (MGPD) dan

- Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) pada SMA/ SMALB dan SMK;
. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlalan yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

. ‘membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
~ pengambilan kebijakan; '

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

. ‘melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
‘fungsinya.

| Paragraf 1 |
Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas

Pasal 17

Képala Seksi Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pendidikan Menengah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,

. koordinasi, pembinaan dan pengendahan keglatan Seksi Sekolah Menengah

Atas.

(2) Uraian tugas sebagaima'na dimaksud pada ayat (1). sebagai berikut :

a. menyusun program kegiatan Seksi Sekolah Menengah Atas berdasarkan
: peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia
' sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

.;menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
- peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
- ketentuan yang berlaku;



. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertuhs guna kelancaran -

- pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Baglan di
lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan
- agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

. ?nenyiapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan SMA/SMALB;

menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan (KTSP) dan Muatan Lokal (Mulok) SMA/SMALB ,
berdasarkan pedoman yang berlaku;

. menyusun rencana daya tampung pendldlkan SMA/SMALB sesuai dengan
~ proyeksi data persekolah.

. memantau dan mengevaluasi penilaian Ulangan Akhir Semester/Ulangan
Kenaikan Kelas dan Ujian Sekolah;

. menylapkan bahan koordinasi pelaksanaan Ujian Nasnonal sesuai dengan
: pedoman yang berlaku pada SMA/SMALB

menylapkan bahan pemantauan dan pengendal:an pelaksanaan keglatan
belajar mengajar dan manajemen SMA/SMALB

. ’inenyiapkan bahan 'program kerja sama di bidang SMA/SMALB dengan
lembaga lain baik dalam negeri maupun Iuar negen sesuai dengan peraturan
yang dltetapkan pemerintah.

melaksanakan inovasi pendidikan SMAISMALB berdasarkan peraturan
yang berlaku;

. memproses ijin pendirian, penvggabungan (Regrouping), alih fungsi dan
penghapusan SMP/SMPLB,;

n. menyiapkan bahan‘ pemetaan akreditasi SMA/SMALB,; - "

0. merencanakan pemberian bantuan peningkatan mutu pada SMA/SMALB;

p; menylapkan kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMALB

. merencanakan dan mengembangkan prestasi dan kompeten5| siswa melalui
lomba di bidang akademik dan ketrampilan; :

. menyebarluaskan pedoman dan petunjuk pengelolaan perpustakaan dan

laboratorium SMA/SMALB

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
' pengambllan kebijakan; '

. menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya : v



Paragraf 2
Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pendidikan Menengah dalam menyiapkan bahan perumusan =
kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Sekolah -
Menengah Kejuruan. -

2)

Uralan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.

menyusun program kegiatan Seksi Sekolah Menengah Kejuruan :
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan -
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

membagn tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan secara hsan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluaSI permasalahan

agar diperoleh hasil kerja yang optimal,

menyiapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan SMK

menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kunkulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) dan Muatan Lokal (Mulok) SMK berdasarkan
pedoman yang berlaku;

. menyiapkan keg:atan unit produksi sesuai dengan peraturan pemermtah
. menyusun rencana daya tampung pendidikan SMK ;
memantau dan mengevaluasi penilaian Ulangan Akhir SemesterlUlangan’

Kenaikan Kelas dan Ujian Sekolah;

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Ujian Nasional dan uji
kompetensi sesuai dengan pedoman yang berlaku pada SMK;

menyiapkan bahan pemantauan dan pengendalran pelaksanaan keglatan |
belajar mengajar dan manajemen SMK;

menyiapkan bahan program kerja sama di bldang SMA/SMALB dengan.

lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan peraturan
'yang ditetapkan pemerintah.

. melaksanakan  inovasi pendidikan SMK berdasafkan ketentiuan yang’

berlaku;

.:memproses fjin pendirian, penggabungan (Regroupmg) alih fungsi dan
‘penghapusan SMK;

. ‘menyiapkan kegiatan Musyawarah Guru Program Pendidikan dan Latihan
(MGPD) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK; ’

. :merencanakan dan mengembangkan prestasi dan kompetensi siswa melalui

lomba dibidang akademik dan ketrampilan;

‘Menyiapkan bahan pemetaan akreditasi SMK; =~



(1)

@

menyebarluaskan pedoman dan petunjuk - pengelolaan perpustakaan,
laboratorium SMK;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampilan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas képada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya : ,

Paragraf 3
Kepala Sek3| Sarana Pend:dlkan Menengah

Pasal 19

Kepala Seksi Sarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pendidikan Menengah dalam menyiapkan bahan perumusan
- kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendahan kegiatan Seksi Sarana
Pendldlkan Menengah

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a.

menyusun program kegiatan Seksi Sarana Pendidikan Menengah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data -

yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Emembagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
‘memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
-pelaksanaan tugas; .

. §melaksa_r1akan koordmasi dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di
‘lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan

- SMA/SMALB/SMK;

fmenyebarluaskan pedoman dan petunjuk penggunaan dan pemeliharaan
_sarana Pendidikan SMA/SMALB/SMK; . -

.;menylapkan bahan penilaian terhadap kuahtas dan kuantltas sarana

- Pendidikan SMA/SMALB/SMK; ,
.%melaksanakan blmblngan penggunaan sarana dan prasarana Pendldlkan

- SMA/SMALB/SMK;

5meng1nventansasn dan mendokumentasikan sarana dan prasarana

. Pendidikan SMA/SMALB/SMK;

{menganahs:s kebutuhan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan
 prasarana Pendidikan SMA/SMALB/SMK;



(1)
.. Dinas " dalam merumuskan - kebijakan, - mengkoordinasikan, memblna dan*
= mengendallkan keglatan di bldang Pemuda dan Olah Raga; L

. 'melaksanakan monltonng, evaluasu dan menlla: prestasn kerja pelaksanaan sl
" tugas bawahan secara berkala melalui snstem pemlalan yang tersedla N
sebagat cermlnan penampllan kerja - . . :

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar

pengambdan kebuakan

."menyampa|kan saran dan pemmbangan kepada atasan balk Ilsan maupun :
.Atertulls sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan -

melaksanakan tugas Iatn yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan -

, ‘fungsmya

S Baglan Keenam o
Kepala Bldang Pemuda Dan Olah Raga ’

Pasal 20

Kepala Bldang Pemuda dan Olah Raga mempunya: tugas membantu Kepala

»Uralan Tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebaga1 benkut

merumuskan program keglatan di Bldang Pemuda dan Olah Raga

‘berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data .
E yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegtatan ‘ , R

..',menjabarkan permtah atasan . melalui pengkajian permasalahan dan .
- peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan'
' ketentuan yang berlaku; v .

'membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya dan',_

memberi petunjuk/arahan secara hsan maupun tertuhs guna kelancaran o

_'pelaksanaan tugas;

. ‘melaksanakan koordmasu dengan Kepala Bldang dl Imgkungan Dmas balk Ce

~secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi,

- masukan, serta untuk mengevaluasu permasalahan agar dlperoleh haSI|
. kerja yang optimal

‘menganalisa data organisasi kepemudaan dan potensu cabang- cabang olah I
' raga baik kepada masyarakat maupun pelajar; .

‘melaksanakan keg|atan,‘ pembmaan ,dan pengembangan pendldlkan

pemuda dan olahraga; ,
memelihara dan menmgkatkan kerjasama dengan mstans; terkalt dan',

masyarakat di bldang pemuda danolahraga;
.vmengusulkan bantuan bag| keglatan d| bndang pendldakan pemuda dan’

~ olahraga;

. ~ melaksanakan kebutuhan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga

merumuskan rekomendaSI Ijtn klub olahraga anak us:a dml dan organ|sa5| -
Akepemudaan DU S ,

-melaksanakan monltormg, evaluasn dan menllal prestasn kerja pelaksanaan o
tugas bawahan secara berkala melalui s:stem pemlaran yang tersedia -
~ sebagai cerminan ‘penampilan kerja

.',Smembuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar

- i‘;.'pengambllan kebuakan



da atasan baik lisan maupun
m. menyampaikan saran dan pertlmbangan kepa
tertu{s sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

| n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas ‘dan .

(1

@

fungsinya.

Paragraf 1
~ Kepala ‘Seksi Pemuda

Pasal 21
Kepala Seksi Pemuda mempunyan tugas membantu Kepala Bidang Pemuda

~ dan Olah Raga dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Pemuda..
Uraian tugas sebagaimanavdimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

" a. menyusun program kegiatan Seksi Pemuda berdasarkan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai
- pedoman pelaksanaan kegiatan;

 b.'menjabarkan perintah atasan melalui 'pengkajian permaéalahan dan

' peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
- ketentuan yang berlaku;

C. . membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan

" memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas; .

'd. melaksanakan koordmasn dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bag[an di

lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan
agar diperoleh hasil kerja yang optlmal

e. melaksanakan pendataan. organisasi kepemudaan beserta potens:nya baik
- kepada masyarakat maupun pelajar;

o f. . menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pengembangan

gpendldlkan kepemudaan dan kesiswaan dengan seluruh dlnas instansi,
- organisasi kepemudaan dan masyarakat; :

g.'~ melaksanakan kegiatan pentas, festival,dan pekan seni pelajar,

h. menyiapkan bahan pembinaan watak pemuda tentang kemandirian,
profesionalisme persaudaraan, kekeluargaan persatuan, kesatuan

mewujudkan kerja sama yang utuh serta jiwa pengabdian dan kewiraan
~kepada bangsa dan negara;

- i.. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pemuda;

- j. menyiapkan bahan rekomendasi izin organisasi kepemudaan;

k.. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan

-tugas bawahan secara berkala melalui snstem penilaian yang tersedia
- sebagai cerminan penampllan kerja

- L membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar'

- pengambilan kebijakan; -

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun
- tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

n melaksanakan tugas lain yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan
: fungsmya ,



| Paragraf 2
~ Kepala Seksi Olah Raga

Pasal22

(1) Kepala Sek51 Olah Raga mempunyal tugas membantu Kepala Bidang Pemuda

‘dan Olah Raga dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

. pemblnaan dan pengendalian keg:atan Seksi Olah Raga ;
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

@

Ca.

menyusun program kegiatan Seksi Olah Raga berdasarkan peraturan

~+ perundang-undangan yang berlaku dan sumber data 'yang tersedla sebagai ,

- pedoman pelaksanaan kegiatan; -
. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan

- peraturan perundang-undangan ~agar pelaksanaan tugas sesuai dengan .
. ketentuan yang berlaku; , ,

.§’membag| tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan
- memberi petunjuk/arahan secara hsan maupun tertulis guna kelancaran ..
- pelaksanaan tugas; . . :

. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sek3| dan Kepala Sub Baglan di
. lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

. : mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevalua5| permasalahan - -

. agar dtperoleh has:l kerja yang optlmal ,
- melaksanakan- pendataan organisasi olah raga berserta potensmya baik ,

kepada masyarakat maupun pelajar

melaksanakan kegiatan, pembinaan dan pengembangan pendidikan d|
bidang olah raga baik kepada masyarakat maupun pelajar; '

. melaksanakan keglatan Kejuaraan Daerah, Pekan Olah Raga Pelajar Daerah |

~ dan mengirimkan kontlngen pada Kejuaraan Nasional dan Pekan Olah Raga
Pelajar Nasional; v

. menyiapkan bahan rekomenda3| izin kiub olah raga;
.. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana cabang-cabang olah raga;
.- melaksanakan momtonng, evaluasi dan menilai prestasu kerja pelaksanaan '

tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
sebagai cerminan penampllan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
. melaksanakan tugas Ialn yang d:benkan atasan sesual dengan tugas dan

. fungsmya



. Bagian Ketujuh : .
Kepala B1dang Pendudlk dan Tenaga Kependtdlkan

Pasal 23

(1) Kepala Bldang Pendldlk dan Tenaga Kependldlkan mempunyai tugas
~membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan,
“membina dan mengendalrkan keglatan di Bldang Pendldsk dan Tenaga
Kependidikan. - . .

Uralan Tugas sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) sebagal berikut

@

a.
- Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

merumuskan program keglatan di Bidang Pendidik dan Tenaga

- sumber data yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan kegiatan;

menjabarkan perlntah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan
. peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan -
. ketentuan yang berlaku; - .

' membagl tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya dan
. memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran :

. pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas balk
. secara langsung maupun tidak langsung - untuk mendapatkan informasi,
' masukan, serta untuk mengevalua3| permasa!ahan agar dlperoleh hasu
.. kerja yang optimal; | e .

merumuskan kebutuhan pendldlk dan tenaga Kependldlkan

f mengusulkan mutasi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependldlkan

. memantau pelaksanaan peningkatan mutu dan pemlalan angka kredlt
~ jabatan guru dan tenaga kependidikan; . ,

mengusulkan pengangkatan kepala sekolah

' ‘melaksanakan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
- melaksanakan pemblnaan tugas sehari-hari pengawas Sekolah
. melaksanakan pelayanan kepegawalan pendldlk tenaga kependldlkan dan

tenaga teknis Ialnnya

. melaksanakan penmgkatan kuahfckasr pendtdtk tenaga kependld:kan dan

tenaga teknis Ialnnya

. melaksanakan pemngkatan kompetenS| pendldlk tenaga kependidikan dan
- tenaga teknis lainnya;

mengusulkan pengembangan kaner dan profes: Pendidik, Tenaga

' Kependldlkan dan tenaga teknis lainnya;

‘melaksanakan monltorlng, evaluasi dan menilai presta3| kerja pelaksanaan
- tugas bawahan secara berkala melalui sistem penllalan yang tersedia
~ sebagai cerminan penampilan kerja; -

membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar

. pengambilan kebuakan

‘ “menyampaikan saran dan pert:mbangan kepada atasan baik Ilsan maupun
- tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang dtbenkan atasan sesual dengan tugas dan

- fungsmya



: Paragraf 1 ,
Kepala Seks: Pend:d:k Dan Tenaga Kependldikan
Anak Usia Dini Dan Sekolah Dasar

Pasal 24

(1) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependldlkan Anak Us:a Dini. dan

Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidik dan

Tenaga Kependidikan dalam menyiapkan bahan - perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan 'dan pengendalian kegiatan Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependtdlkan Anak Usna Dini dan Sekolah Dasar . -

Uralan tugas sebagalmana dimaksud pada ayat &) sebagal berikut :

a.
§’US|a Dini dan Sekolah Dasar berdasarkan peraturan perundang-undangan
‘yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan
- kegiatan; } . . ,

. menjabarkan- permtah atasan melalw pengkajlan permasalahan dan
“'peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan
: ketentuan yang berlaku; o

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya dan

menyusun program keglatan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependldlkan Anak

 memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran

. pelaksanaan tugas;

" melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seks: dan Kepala Sub Baglan d|
- lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
* mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluas: permasalahan
- agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan keglatan Penllalan Angka Kredlt

-(PAK) pendidik PAUD dan SD;

f. menyiapkan bahan fasilitasi program sertifikasi pendldak PAUD dan SD

. menyiapkan bahan pelaksanaan keglatan seleksi Calon Kepala Sekolah
. serta Penilaian Kmerja Kepala Sekolah ( PKKS ) PAUD dan SD; .

. menyiapkan bahan usulan kebutuhan, pengangkatan, pemberhentlan
penempatan dan pemerataan pendldlk PAUD dan SD; ’ .

memberikan pelayanan admlnlstra31 kepegawalan bagl pendldlk PAUD dan
SD;

menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemetaan dan peningkatan

‘kompetensi, peningkatan  kualifikasi, pembinaan, pelatihan  dan

| ~ pengembangan profesi pendidik PAUD dan SD; - -

. melaksanakan monitoring, evaluasi dan'memlat'prestag ‘kerja peiaksanaan
~-tugas bawahan secara berkala melalui SIstem penlla:an yang tersedia
Nsebagal cerminan penampllan kerja o . .

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
i ,_pengambllan kebijakan;

. menyampaikan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk llsan maupun
. tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas Iam yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas dan

s fungs:nya



, Paragraf 2

 ' Kepala Sek3| Pend:dlk Dan Tenaga Kepéndldlkan Sekolah Menengah o

, Pasal 25

(1) Kepala Sek3| Pendldtk dan Tenaga Kependldlkan Sekolah Menengah
mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendidik dan . Tenaga
"--,Kependldlkan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

"~ pembinaan  dan pengendalian keglatan ‘Seksi - :pendidik "dan Tenaga

o Kependidikan Sekolah Menengah.

@

Ca

Uraian tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagal berikut :

‘menyusun program kegiatan Seksi' Pendidik dan - Tenaga Kependldikan :
-Sekolah Menengah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang
‘berlaku dan sumber data yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan
?keglatan - -

menjabarkan penntah atasan melalw pengka;lan perrnasalahan dan '

- 'peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan :

‘ketentuan yang berlaku;

.i’membagl tugas kepada bawahan sesual dengan b:dang tugasnya dan o
‘memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulls guna kelancaran
“pelaksanaan tugas; o

.. melaksanakan koordlna3| dengan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian di -
‘lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

- mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevalua5| pennasalahan

. agar dlperoleh hasil kerja yang optlmal : :

. menylapkan bahan koordinasi pelaksanaan keglatan Penlla1an Angka Kredlt ‘
(PAK) Pendlduk ( Guru ) SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK; :

menyiapkan bahan fasilitasi program sertlfkaSI Pendldlk dan tenaga‘
kependidikan SMP/SMPLB SMA/SMALB dan SMK;

.ﬁ'menylapkan bahan pelaksanaan keg1atan seleksi Calon Kepala Sekolah -
- serta Penilaian Kinerja Kepala Sekolah ( PKKS ) Pendldlk ‘dan tenaga o
~ kependidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK; - o

. menyiapkan . bahan usulan kebutuhan pengangkatan pemberhentaan
. penempatan dan pemerataan Pendtdlk tenaga kependldlkan SMP/SMPLB

SMA/SMALB dan SMK;

memberikan pelayanan admmlstraS| kepegawalan bagl pendldlk dan tenaga
kependidikan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK

menylapkan -bahan pelaksanaan kegiatan pemetaan dan peningkatan
' kompetensi, peningkatan kualifikasi, pembinaan, pelatihan - dan
. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kepend:dlkan SMPISMPLB‘
. SMA/SMALB dan SMK; E

melaksanakan monltonng, evaluasi dan memlal presta3| kerja pelaksanaan o
- tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
- sebagai cerminan penampilan kerja

'Amembuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar
pengambilan kebuakan

. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan balk lisan maupun
: tertulls sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

' melaksanakan tugas Ialn yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan

. fungsmya .



Paragraf3 : :_ . O
Kepala Seksr Tenaga Adm:mstrasr Dan Fungssonal

: Pasal 26

(1) Kepala SekS| Tenaga Admlnlstrasr dan Fungsronal mempunyar tugas-}_'f ‘
-~ _membantu Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependrdrkan dalam
‘n»"ymenyrapkan ‘bahan perumusan kebijakan, - koordinasi, pembmaan ~dan

| pengendallan keglatan Seksi Tenaga AdmlnlstraS| dan Fungsronal
(2) Uralan tugas sebagalmana dtmaksud pada ayat (1) sebagal benkut

P - yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan keglatan

}f:"v']-';f_"b.’“menjabarkan perrntah ‘atasan’ melalui’ pengkajlan permasalahan dan

a menyusun program. keglatan Seksi. Tenaga Admrmstrasr dan Fungsmnal
~ .. berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan sumber data L

' . peraturan’ perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan

- ketentuan yang berlaku; .

CE ;',j-ikélj:-membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan b:dang tugasnya dan
- memberi: petunjuk/arahan secara Ilsan maupun tertul:s guna kelancaran L

o pelaksanaan tugas;

” 4. melaksanakan koordmasr dengan Kepala Seksr dan Kepala Sub Baglan dl B
_.j--;,lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak Iangsung untuk

- agar diperoleh hasil kerja yang optimal; -

. mendapatkan informasi, ‘masukan, serta untuk mengevaluasr permasalahan R

\"e‘.'f'menylapkan bahan rencana kebutuhan pengangkatan pemberhentaan
. penempatan, pemerataan dan kesejahteraan tenaga Admmlstrasu Dan.g.»f_ T

. Fungsronal

i . menyiapkan bahan koordmasr pelaksanaan keglatan Pemlatan Angka Kredrt"' o

L o (PAK) tenaga fungs:onal , o L
_menylapkan bahan fasmtasr program Sertlf kasr tenaga fungsronal

- Dan Fungsional;

. memberikan pelayanan admmnstrasr kepegawalan bagl tenaga Admlnlstra3| e

l menylapkan bahan pelaksanaan pemetaan dan pemngkatan kompetens: o
- kualifikasi, pembinaan, pelatrhan dan pengembangan profeS| Tenagaj‘f@

| Administrasi Dan Fungswnal

J melaksanakan momtorlng, eva!uasr dan menllal prestasr kerja pelaksanaan
- . tugas bawahan secara- berkala melalur srstem pemlaran yang tersedta
RO sebagar cerminan penampllan ker]a : -

pengambn!an kebijakan; -

ijmenyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk Ilsan maupun
e tertulis sebaga: bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan -

S m melaksanakan tugas Iam yang d|ber1kan atasan sesual dengan tugas dan
Lo fungsmya - o . .

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga1 dasar'-’f‘f"V"'



Baglan Kedelapan BT O

Kepala UPT Pendldlkan Us:a Dlnl Non Formal Informal Dan Sekolah Dasar o P

S Pasal 27

(1) Kepala UPT Pendrdnkan Usna Dm: Non Formal Informal dan Sekolah Dasar RN

wﬂayah Kecamatan

S - (2) Uraian Tugas sebagatmana dlmaksud pada ayat (1) sebagai benkut

f;'f»_fv-g"a.‘f‘menyusun program- keglatan di UPT Pendidikan Usia Dini Non Formal
“.- Informal dan Sekolah Dasar berdasarkan peraturan perundang- undangan Sl
- ..yang berlaku dan sumber data yang tersedaa sebagau pedoman pelaksanaan SRR

i g_‘:‘fi‘.i_,-';keg|atan R R - _ L
b._ menjabarkan - penntah atasan melaim pengkajlan permasalahan dan

~ ‘mempunyai tugas membantu Kepala' Dinas dalam melaksanakan sebaglan*-fg-'}.t R
-+ kegiatan teknis operasional dan/atau keglatan teknis penunjang Dinas pada =~ =
- UPT Pendidikan Anak ‘US!a Dlm Non Formal lnformal dan Sekolah Dasar dlff

. -peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan

. ketentuan 'yang berlaku;

”fj,v.l'j -P;c.:?{"membagl tugas kepada bawahan sesual dengan brdang tugasnya danv-v-‘
" memberi petunjuk/arahan secara llsan maupun tertulls guna kelancaran_' T

N pelaksanaan tugas; -

e Iangsung untuk mendapatkan informasi, masukan serta untuk mengevaluasu ’
A permasalahan agar d:peroleh hasil kerja yang optlmal ,

, ."“:i';melaksanakan koordlnaS| dengan Bldang Bldang dl Imgkungan Dlnas sena -
" instansi terkait di wilayah kerjanya baik secara langsung maupun tidak = - -

' e melaksanakan keglatan pengumpulan dan pengolahan data PAUD Non s
~Formal Informal dan SD/SDLB serta Wajlb Bela]ar Pendtdtkan Dasar d|-.

B wulayah kerjanya

L f melaksanakan koordma3| keglatan pemblnaan PAUD Non Forma! lnformal el

. dan SD/SDLB, Wajib Belajar Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat L
.~ generasi muda dan keolahragaan di wﬂayah kerjanya S .

v,:_':‘f"‘bf-ji‘gf-v-v»membuat usulan rencana kebutuhan ‘pegawai, sarana prasarana dan_“"’;_.;g .
~ " keuangan di hngkungan UPT Pendldlkan Us:a Dml Non Formal !nformal dan Pl

 Sekolah Dasar;

 h. memantau dan mengevaluasu pelaksanaan keglatan PAUD Non Formal
- Informal dan SD/SDLB, Wajib Belajar Pendldzkan Dasar dan Pendidikan
- Masyarakat di wilayah kerjanya; ,

i :i:*"j‘membenkan pelayanan teknis di Bldang PAUD Non Formal lnformal dan'; R

| . wilayah kerjanya; SR T -
j j.v”melaksanakan momtormg, evaluasn dan memlaa presta5| kerja pelaksanaan

. 'sebagai cerminan penampllan kerja;

. . SD/SDLB, " Wajlb Belajar Pendzd[kan Dasar Pendldlkan Masyarakat di

. tugas bawahan secara berkala melalui S|stem pemlalan yang tersedla S

k membuat Iaporan pe!aksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar‘

SR ,, pengambﬂan kebuakan




L menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan baik Ilsan maupun
tertulls sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

‘m. melaksanakan tugas lain yang dlberlkan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya

Paragraf1
Kepala Tata Usaha UPT Pendldlkan Usia Dini,
~Non Formal, Informal dan Seko!ah Dasar

Pasal 28 o _
}(1) Kepala Tata Usaha UPT Pendidikan Usia Dini, Non Formal, Informal dan

- Sekolah Dasar mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pendidikan Anak

, - Usia Dini, Non Formal, Informal dan Sekolah Dasar dalam melaksanakan
_ urusan umum, keuangan dan kepegawatan :

(2) Ura:an tugas sebaga:mana dlmaksud pada ayét (1) sebagau benkut

~a. menyusun program kegiatan Tata Usaha UPT Pendidikan Usia Dini Non

‘ Formal, Informal dan Sekolah Dasar berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman ‘
pelaksanaan kegiatan; . .

b. ,menjabarkan perintah atasan melalw pengkajian permasalahan dan
~ peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan
- ketentuan yang berlaku; . . .

c membag: tugas kepada bawahan sesuai dengan b:dang tugasnya dan
memberi petunjuk/arahan secara lisan maupun tertulls guna kelancaran
pelaksanaan tugas; ,

" d. melaksanakan urusan ketatausahaan : surat- menyurat, administrasi
, kepegawalan dan adm:msﬁ;asn keuangan di lingkungan UPT; -

e melaksanakan pengelolaan sarana prasarana dan inventaris;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan persekolahan pen'didika'l‘n )
o masyarakat pembinaan generasi muda dan keolahragaan

- g. melaksanakan momtortng, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan
tugas bawahan secara berkala melalui sistem penlla:an yang tersedla
sebagai cerminan penampilan kerja

~h. membuat laporan - pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
' pengambllan kebuakan . . ,

i menyampatkan saran dan pert:mbangan kepada atasan balk lisan maupun
~ tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan

" j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsmya .



Lo Baglan Kesembrlan : S T
Kepala Tata Usaha UPT Sekolah Menengah Pertama

Pasal 29

(1) Kepala Tata Usaha UPT Sekolah Menengah Pertama mempunyal tugas‘.:
i ,rnembantu Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan'[
--;_v.:f_urusan umum keuangan dan kepegawaran BRI e

(:2“)'_"?_{Uraran tugas sebagarmana dlmaksud pada ayat (1) sebagar benkut

o ﬁ"s’;l,f. menyusun program kegiatan Tata Usaha UPT Sekolah Menengah Pertama‘ : o ;
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data TR
o yang tersedra sebagar pedoman pelaksanaan kegratan : coonn

',f,..l'};:"menjabarkan perintah  atasan melalui- pengkajtan permasalahan ‘dan
peraturan _perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesuar dengan
_fv_ketentuan yang berlaku e e A , o

f'v_._l'membagr tugas kepada bawahan sesuar dengan brdang tugasnya dan R

~ - memberi petunjuk/arahan secara. Irsan maupun tertuhs guna. ke[ancaran

” . pelaksanaan tugas ol L o e S

i.ffd,;fmelaksanakan urusan - ketatausahaan surat menyurat administrasi:'- P
. kepegawaian, dan admrnlstrasr keuangan di Irngkungan UPT; S

L‘?Zf"ef.' f-'.me!aksanakan pengelolaan sarana prasarana dan mventarls
f. {.{menyrapkan bahan pelaksanaan keglatan persekolahan

g.- melaksanakan monrtorrng, evaluasi dan memlar prestasr kerja pelaksanaan o
:»;,bltugas ‘bawahan secara berkala melaIur s:stem penrla|an yang tersedra LA
D sebagal cerminan penamprlan kerja ' o L ‘

—h. membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagar dasar_'-::;f
T‘.pengambrlan kebuakan R E C ) ’

E =_,i.-'fimenyampa|kan saran dan pertrmbangan kepada atasan bark lisan maupun

o o - tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan -

(1) Kepala Tata Usaha UPT Sekolah Menengah Atas mempunyal tugas membantu :

melaksanakan tugas Ialn yang d|ber|kan atasan sesual dengan tugas dan
fungsrnya T T R

L Bag:an Kesepuluh S
Kepala Tata Usaha UPT Sekolah Menengah Atas

Pasal 30

- Kepala UPT Sekolah Menengah Atas dalam melaksanakan urusan umum,
. keuangan dan kepegawaran : Ll : » :

(2) Uraran tugas sebagarmana drmaksud pada ayat (1) Seba gar bpr' B

a menyusun program kegratan Tata Usaha UPT " :
" berdasarkan peraturan perundang-undangan ::
- yang tersedia sebagar pedoman petaksanaan k

- 'b:_',,imenjabarkan penntah atasan melalur peng o TR
. ;vperaturan perundang undangan agar pelaksan\ a I N
Aketentuan yang berlaku BRI IR




..;membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya dan )
-memberi petunjuk/arahan secara Ilsan maupun tertuhs guna kelancaran e

f‘v_'pelaksanaantugas T R SN e
. melaksanakan  urusan ketatausahaan surat menyurat admini_strasi- S
;kepegawaian dan admmlstra3| keuangan dl lmgkungan UPT, ' T

. ‘melaksanakan pengelolaan sarana prasarana dan mventarls
' menylapkan bahan pelaksanaan keglatan persekolahan

. melaksanakan momtonng, evaluaS| dan menilai presta31 kerja pelaksanaan
‘f'ftugas bawahan secara berkala melalw 3|stem pemlatan yang tersedla L
sebagal cermlnan penamp:lan kerja el oo B A
..»,__membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga1 dasar"v._ e
“_pengambllan kebuakan O L et i ,.
gl-menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk lisan maupun IR
E _""Atemﬂ's sebaga| bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan

: melaksanakan tugas Ialn yang dtbenkan atasan sesual dengan tugas dan ‘j{} e
f‘jfungsmya R AR S , :

Baglan Kesebelas

Pasal 31

‘Kepala UPT Sanggar Kegtatan Be!ajar mempunyaz tugas membantu Kepala"-_f B
- Dinas dalam melaksanakan sebagian :kegiatan teknis ‘operasional danlatau.,;aj_;
' keglatan teknls penunjang Dlnas pada uPT Sanggar Keglatan Be!ajar '

@

Uralan Tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebaga: benkut

S a_

menyusun program keglatan di UPT Sanggar Kegnatan Belajar berdasarkan: _,
' peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla s
- sebagai pedoman pelaksanaan keg:atan : R o :

.‘f__menjabarkan perlntah atasan melalm pengkajlan permasalahan dan
- peraturan - perundang- undangan agar pelaksanaan tugas sesual dengan
: ketentuanyangberlaku : B oo

.membagi tugas kepada bawahan sesual dengan bldang tugasnya dan"

memberi petunjuk/arahan secara hsan maupun tertuhs guna kelancaran

; pelaksanaan tugas; =

e .melaksanakan koordlna5| dengan Btdang B:dang d| hngkungan Dlnas balk’ |
.+ - secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, . =
‘masukan, serta untuk mengeva!uaS| permasalahan agar dlperoleh haSll B
kerjayang 0pt|mal R s
-:»mengarahkan memb|mbmg dan mengevaluam pamong belajar dalam"’:f
Al pelaksanaan pembenan motivasi dan blmbmgan pada masyarakat
mengarahkan memblmbmg dan mengeva]uasn pamong belajar dalam}’fi?.’

.,}:,,,v}},_,,:.,‘_-pe|aksanaan pemantauan dan- mengevalua51 pelaksanaan Pembenan
'-*“:,fj.-pendldlkan luar sekolah pemuda dan olah raga g o

- Kepala UPT Sanggar Keglatan Belajar - IREET



| g. ,:mengarahkan memblmblng dan mengevaluaS| pamong belajar dalam-
- - pelaksanaan pembuatan percontohan program keg:atan pendtdlkan luar
sekolah, pemuda dan olah raga; ‘

. -h.fmengarahkan membimbing dan mengevaluasn pamong belajar dalam
~ pelaksanaan pengendalian mutu, pelaksanaan program pendldlkan luar
- sekolah, pemuda dan olahraga; - :

i fmengarahkan memblmbmg dan mengevaluasu pamong belajar dalam
pelaksanaan penyediaan sarana dan fasnlltas belajar pend[dlkan luar
'sekolah, pemuda dan olah raga; R :

j- jmengarahkan memblmbmg dan mengevaluasu pamong belajar dalam
~ pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembina, pelatih,
“dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah
raga ~ , .

k. fmengarahkan membumbmg dan mengevaluas: pamong belajar dalam
~;menyusun bahan pelayanan informasi perkembangan keglatan pend1dlkan
- 'luar sekolah, pemuda dan olah raga . :

L ﬁme!aksanakan pengelolaan perpustakaan sanggar

m.gﬁme!aksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan kepegawalan keuangan
- dan perlengkapan sanggar '

o ’g.‘fmelaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestaSI kerja pelaksanaan B

‘tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang - tersedla
- sebagai cerminan penampilan kerja; :

~h. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
- pengambilan kebijakan;

i. - menyampaikan saran dan pertrmbangan kepada atasan baik Ilsan maupun
tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan -

j. melaksanakan tugas lain yang dlbenkan atasan sesuai dengan tugas danv
o fungsmya

~ BABIV
- KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih !anjut oleh
~ Kepala Dinas sepanjang mengenai pelaksanaannya. -

o Pasal33 |

gDengan berlakunya Peraturan Bupat: |m maka Keputusan Bupati Karanganyar,
~Nomor 306 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural
. pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar dicabut dan
:Ad:nyatakan tldak berlaku o » . ‘
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, ’-‘f'Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan R
"~ Bupati;: - ini - dengan . penempatannya dalam‘ Be_rlta Daerah Kabupaten

pada tanggal 23 Mardr' 2009
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